Menimbang

Mengingat

BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 03 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 78

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu adanya
penyesuaian Peraturann  Bupat tentang  Pedoman
Pengelolaan Keuangan Kampung;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a di atas maka, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung;

.Pasal 18 ayat (6] Undang - Undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945,

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang

Pembentukan Kabupaten Mahaakm Ulu di Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5395);

.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembatran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, vang terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan EKedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

. Peraturan Pemerintah MNomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Menetapkan

10.

1.

12.

13.

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539}, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5¥17);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);

. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
225);

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indoncsia Tahun 2017 Nomor 537)
sebagaimana telah telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1081);

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017

tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
lentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomeor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2081);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman
Tata Terulb dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyvawarah Desa, Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 159);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANCAN KAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

i,



10.

11.

12.

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.

Pemerintah  Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah vang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.

Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten
Mahakam Ulu.

Kampung adalah Kampung dan Kampung adat atau vang disebut
dengan nama lain, selanjutnyva disebut Kampung, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yvang berwenang
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. hak asal
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan  Kampung  adalah  penvelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Kampung adalah Petinggi atau vang disebut dengan
nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Kampung,

Pendampingan Kampung adalah Kkegiatan untuk melakukan
tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi,
pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Kampung,

Badan Permusyawaratan Kampung atau vang disebut dengan nama
lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan vang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Unsur masyarakat adalah kelompok-kelompok masyvarakat
Kampung yvang masing-masing kelompok memiliki kepentingan vang
sama serta keterkaitan satu sama lain sebagal anggota kelompok.

Kewenangan Kampung adalah kewenangan vang dimiliki Kampung
meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan
Kampung, pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan
Kemasyarakatan Kampung, dan Pemberdayaan Masvarakat
Kampung berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan
adat istiadat Kampung.

Musyawarah Kampung atau yvang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antara Badan Permusyvawaratan Kampung, Pemerintah
Kampung, dan unsur masvarakat vang diselenggarakan oleh Badan
Permusvawaratan Kampung untuk menvepakati hal yvang bersifat
strategis.

Badan Usaha Milik Kampung, selamjutnya disebut BUMK, adalah

badan usaha vang seluruh atau sebagian besar modainya dimiliki

oleh Kampung melalui penvertaan secara langsung vang berasal
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13.

14.

16.

{ 78

18.

19.

20,

21,

22,

23.

24,

25.

dari kekayaan Kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa
pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Kampung,

Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kampung
vang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah
Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penvelenggaraan
pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung,
pembinaan  kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan
masvarakat Kampung,

Alokasi Dana Kampung, selanjutnva disingkat ADK, adalah dana
perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi
Khusus.

. Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Kampung adalah pilihan

kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan
kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Alokasi Dana Kampung,

Lembaga adat Kampung adalah merupakan lembaga vang
menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari
susunan asli Kampung yang tumbuh dan berkembang aras
prakarsa masyarakat Kampung,

Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa
uang dan barang vang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban Kampung.

Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan vang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan Kampung.

Rencana Kerja Pemerintah Kampung, seclanjutnva disebut RKP
Kampung, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut
APB Kampung, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah
kampung.

Penerimaan Kampung adalah uang vang masuk ke rekening kas
Kampung.

Pengeluaran Kampung adalah uang vang keluar dari rekening kas
kampung.

Pendapatan adalah semua penerimaan Kampung dalam 1 (satu)
tahun anggaran yang menjadi hak Kampung dan tidak perlu
dikembalikan oleh Kampung.

Belanja Kampung adalah semua pengeluaran vang merupakan
kewajiban Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran vang tidak
akan diterima kembali oleh Kampung,

Pembiayaan Kampung adalah semua penerimaan vang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran vang akan diterima kembali, baik



26,

27,

25,

29,

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun
anggaran berikuinya.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung, yang
selanjutnya disingkat PKPKK, adalah Petinggi vang karena
jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan Kampung.

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnyva
disingkat PPKK, adalah perangkat Kampung yvang melaksanakan
pengelolaan keuangan Kampung berdasarkan keputusan Petinggi
yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKK.

Sekretaris  Kampung adalah  perangkat Kampung vang
berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Kampung vang
menjalankan tugas sebagai koordinator PPKK.

Kepala Urusan, yang sclanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat
Kampung yang berkedudukan sebagai unsur staf sckretariat
Kampung vang menjalankan tugas PPKK.

Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat
Kampung yang berkedudulkan sebagai pelaksana teknis vyang
menjalankan tugas PPKK.

Pendampingan Kampung adalah kegiatan untuk melakukan
tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi,
pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi kampung.

Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang
Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan
Kampung dan digunakan untuk membavar seluruh pengeluaran
Kampung dalam 1 {satu) rekening pada Bank vang ditetapkan.

Dana Cadangan adalah dana vang disisihkan guna mendanai
kegiatan yang memerlukan dana relatif besar vang tidak dapat
dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Surplus Anggaran Kampung adalah selisih lebih antara Pendapatan
Kampung dengan Belanja Kampung.

Defisit Anggaran Kampung adalah seclisih kurang antara Pendapatan
Kampung dengan Belanja Kampung.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yvang selanjuinva disebut SilLPA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran
selama satu periode anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA
adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran
yvang disediakan, dan rencana peharikan dana untuk kegiatan yang
akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan vang telah ditetapkan
dalam APB Kampung.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya
disingkat DPPA adalah dokumen yvang memuat perubahan rincian
kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana
untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang
telah ditetapkan dalam Perubahan APB Kampung dan/atau
Perubahan Penjabaran APB Kampung.
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39.

44}

41.

42,

43.

44,

45.

46.

47.

(1).

(2).

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya
disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran
dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan vang
anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran schelumnya.

Pengadaan barang/jasa Kampung yvang selanjutnya disebut dengan
pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh
barang/jasa oleh Pemerintah Kampung, baik dilakukan melatui
swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

Rencana Anggaran Kas Kampung vang selanjutnya disebut RAK
Kampung adalah dokumen yvang memuat arus kas masuk dan arus
kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening
kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA
yvang telah disahkan cleh kepala Kampung.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP
adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan
barang dan jasa.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah yvang selanjutnya disingkat
APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan
lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat daerah provinsi,
dan inspektorat daerah kabupaten/ kota,

Tim Tenaga Ahli adalah Tim vang dibentuk dan ditetapkan melalui
Keputusan Bupati untuk memberikan pedoman, bimbingan teknis,
pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
daerah/pemerintahan kampung, kegiatan pelaksanaan
pembangunan daerah /pembangunan kampung, pembinaan
aparatur sipil daerah/aparatur kampung dan pembinaan lembaga
kemasyarakatan kampung serta kegiatan pemberdavaan masyarakat
lainnya.

Tim Pengawas Kecamatan adalah tim vang dibentuk dan ditetapkan
melalui keputusan Camat dalam rangka melaksanakan pembinaan,
bimbingan. pengawasan, dan penelitian administrasi aras
pengelolaan keuangan di pemerintahan kampung.

Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan/pengecekan kebenaran
laporan baik secara administratif maupun realisasi lapangan.

Validasi adalah suatu tindakan yang membuktikan bahwa suatu
proses/ metode dapat memberikan hasil vang konsisten sesuai
spesifikasi yang telah ditetapkan dan terdokumentasi dengan baik.

Bagian Kedua
Asas Pengelolaan Keuangan Kampung
Pasal 2

Keuangan Kampung dikelola berdasarkan asas transparan,
akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin
anggaran,

APDB Kampung merupakan dasar pengelolaan keuangan Kampung
dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari
sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAEB II
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KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG
Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung

Pasal 3

(1). Petinggi adalah PKPKK dan mewakili Pemerintah Kampung dalam
kepemilikan kekayaan milik Kampung yang dipisahkan.

(2). Petinggi selaku PKPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai kewenangan;

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBK;
b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik
Kampung;
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban APB Kampung;
. menetapkan PPEK;
. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
menyetujul RAK Kampung; dan
g. menyetujui SPP.

(3). Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Kampung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petinggi menguasakan
sebagian kekuasaannya kepada perangkat Kampung selaku PPKD.

(4). Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKK ditetapkan
dengan keputusan Petinggi.

b S

Bagian Kedua
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung

Pasal 4
PPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:

a. Sckretaris Kampung;
b. Kaur dan Kasiidan
. Kaur keuangan.

Pasal 5

(1). Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a
bertugas sebagai koordinator PPKK.

(2). Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud pada avat (1)
mempunyal tugas:

a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
APB Kampung;

b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Kampung dan
rancangan perubahan APB Kampung;

c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kampung
tentang APB Kampung, perubahan APB Kampung, dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APB Kampung;

d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Petinggi
tentang Penjabaran APB Kampung dan Perubahan Penjabaran
AFB Kampung;

e. mengoordinasikan tugas perangkat Kampung lain yang
menjalankan tugas PPKK; dan

f. mengoordinasikan penvusunan laporan keuangan Kampung
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(3).

(1).

(2).

(3]

(4).

1]

S

2].

dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB
Kampung.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris

Kampung mempunyal tugas:

a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;

b. melakukan verifikasi terhadap RAK Kampung; dan

¢. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan
pengeluaran APB Kampung,

Pasal 6

Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hurul b
bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

waur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Kaur tata usaha dan umum; dan

b. Kaur perencanaan.

Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} terdiri atas:

a. Kasi pemerintahan:

b. Kasi kesejahteraan; dan

c. Kasi pelayanan.

Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada avar (1) mempunvyai
tugas:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnva;
melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnva;
mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnva;
menandatangani perjanjian kerja sama dengan penvedia atas
pengadaan barang/jasa untuk kegiatan vang berada dalam
bidang tugasnya; dan
f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang
tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan AFB
Kampung.
Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang
tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Kampung.

LI =T

Pasal 7

Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 avat (4] dapat dibantu oleh tim pelaksana kegiatan

pengadaan barang/jasa vang karena sifat dan jenisnya tidak dapat

dilakukan sendiri.

Tim sebagaimana dimaksud pada avat (1) berasal dari unsur

perangkat kampung, lembaga kemasvarakatan Kampung dan/atau

masyarakat, yang terdiri atas:

a. ketua;

b. sekretaris; dan

Cc. anggota.

Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) vaitu RT.

Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan

pada saat penyusunan RKP Kampung.

Tim sebagaimana dimaksud pada avat (4] dtetapkan melalui
-B-



(6).
(7).

(8).

(9).

{2).

{1},

(2).

(3).

keputusan Petinggi dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan

paling banyak berjumlah 7 (tujuh] orang sesuai dengan kemampuan

keuangan kampung.

Unsur lembaga kemasvarakatan kampung scbagaimana dimaksud

ayat (2], disebut sebagai anggota aktil dan memiliki kompetensi

dibidang dan organisasinya.

Unsur BPK dilarang menjadi anggota tim pelaksana kegiatan.

Pemerintah kampung kampung menyediakan biaya pendukung TPK

berupa honorarium dan keperluan biayva lainnya sepanjang

berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa dimalsud sesuai

dengan kemampuan kampung dan dibebankan pada APBK.

Biaya pendukung Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (8] maksimal adalah 5% (lima perseratus) dari total

anggaran kegiatan yang tertera dalam RADB Lkegiatan, dan

pembagiannya terdiri dari:

a. Operasional perencanaan sebesar 1% dari total anggaran
kegiatan;

b. Administrasi, dokumentasi dan pelaporan scbesar 1% dari total
anggaran kegiatan;

c. Honor Tim Pelaksana Kegiatan sebesar 3% dari total anggaran
kegiatan.

Pasal 8
Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ¢
melaksanakan fungsi kebendaharaan.
Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada avat (1), mempunyai
tugas:
a. menyusun RAK Kampung: dan
b. melakukan penatausahaan vang meliputi menerima menyimpan,
menyetorkan /membayar, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Kampung
dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan AFB Kampung.
Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Kampung.

BAB III
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung
Pasal 9

APE Kampung terdiri dari:

a. pendapatan Kampung,

b. belanja Kampung; dan

¢. pembiayaan Kampung.

Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruaf
a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.

Belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada avat (1} huruf b
diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis
belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada avat (i) huruf ¢
diklasifikasikan menurut kelompok. jenis dan objek pembiayaan.

Pasal 10

Pendapatan kampung, belanja Kampung, dan pembiayaan Kampung
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diberi kode rekening.

(1).

(2).

(1),

(3).

{5).

(1).

(2)-

(4).

Pasal 11
Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
{1) huruf a, yaitu semua penerimaan Kampung dalam 1 (satu)

tahun anggaran vang menjadi hak Kampung dan tidak perlu
dikembalikan oleh Kampung.

Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas kelompok:

a. Pendapatan Asli Kampung;

b. Transfer; dan

c. Pendapatan Lain.

Pasal 12

Kelompok Pendapatan Asli Kampung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:

a, Hasil Usaha;

b. Hasil Aset;

¢. Swadaya, partisipasi dan gotong rovong; dan

d. Pendapatan Asli Kampung lain.

Hasil usaha Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, antara lain bagi hasil BUM Kampung.

Hasil aset sebagaimana dimaksud pada avat (1) hurul b, antara
lain, tanah kas Kampung, tambatan perahu, pasar Kampung,
tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya
sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan
kewenangan lokal berskala Kampung.

Swadaya, partisipasi dan gotong rovong sebagaimana dimalsud
pada avat (1) huruf c¢ adalah penerimaan yang herasal dari
sumbangan masvarakat Kampung,

Pendapatan asli Kampung lain sebagaimana dimaksud pada avat
(1} huruf d antara lain hasil pungutan Kampung.

Pasal 13

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 avat {2)

huruf b, terdiri atas jenis:

a. Alokasi Dana Kampung;

b. Dana Kampung

c. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten; dan

d. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerzh
Provinsi;

e. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten,

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (I} huruf ¢ bersifat

khusus dan diatur setiap tahun dalam Peraturan Bupati tentang

Bantuan Keuangan Kabupaten Mahakam Ulu;

Bantuan keuangan kabupaten dapat diberikan kepada pemerintah

kampung berdasarkan capaian prestasi yvang termaktub di dalam

Keputusan Bupati Mahakam Ulu;

Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dikelola dalam APB Kampung tetapi tidak diterapkan
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{5).

dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per
seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus);

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan
setiap tahun anggaran sesuai dengan kebijakan dan kemampuan
keuangan pemerintah provinsi.

Pasal 14

Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 avat
(2) huruf ¢, terdiri atas:

L.

oo g

w

(1).

(2).

Penerimaan dari hasil kerja sama Kampung;

Penerimaan dari bantuan perusahaan vang berlokasi di Kampung;
Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;

Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang
mengakibatkan penerimaan di kas Kampung pada tahun anggaran
berjalan;

Bunga bank; dan

Pendapatan lain Kampung vang sah,

Bagian Kedua
Belanja

Pasal 15

Belanja Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
huruf b, yaitu semua pengeluaran vang merupakan kewajiban
Kampung dalam 1 {satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali aleh Kampung.

Belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Kampung sesuai
peraturan bupati nomor 10 Tahun 2016 tentang kewenangan
kampung berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal
berskala kampung dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Mahakam
Ulu, 2016-2021.

Prioritas Belanja
Pasal 16

Prioritas Belanja kampung vang bersumber dari Pendapatan Ash
Kampung dan Pendapatan Lain sebagaimana dimaksud dalam
pasal 10 avat (2) huruf a dan huruf ¢, diatur didalam Peraturan
Rampung tentang Prionitas Penggunaan Pendapatan Asli Kampung
dan Pendapatan Lain.

Prioritas Belanja kampung vang bersumber dari dana transfer .

a. Prioritas belanja vang bersumber dari Alokasi Dana Kampung
(ADK) diatur sesuai Peraturan Bupati tentang Pedoman dan
atau Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Kampung.

b. Prioritas belanja vang bersumber dari Dana Kampung diatur
sesual Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa vang kemudian disesuaikan dengan tipologm
Kabupaten Mahakam Ulu.
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c. Prioritas Belanja yvang bersumber dari Bantuan Keuangan
Daerah Kabupaten sesuai pada pasal 13 avat 2 dan 3.

d. Prioritas Belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan
Dareah Provinsi diatur sesual Peraturan Gubernur dan atau
Keputusan Gubernur.

Pasal 17

(1). Klasifikasi belanja Kampung terdiri atas bidang:
a. penyvelenggaraan pemerintahan Kampung;
pelaksanaan pembangunan Kampung;
pembinaan kemasyarakatan Kampung;
pemberdayaan masvarakat Kampung; dan
penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak
Kampung.

o o o

(2). Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
sampail dengan huruf d dibagl dalam sub bidang dan kegiatan
sesual dengan kebutuhan Kampung yang telah dituangkan dalam
RKP Kampung dengan tetap mengacu pada Prioritas Program Bupati
Kabupaten Mahakam Ulu.

(3). Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf e
dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Kampung untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak vang
terjadi di Kampung.

Pasal 18
(1). Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
huruf a dibagi dalam sub bidang:
a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan
operasional pemerintahan Kampung;
b. sarana dan prasarana pemerintahan Kampung;
c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan
kearsipan;
d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan
pelaporan; dan
c. pecrtanahan,
(2). Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
huruf b dibagi dalam sub bidang:
pendidikan;
kesehatan;
pekerjaan umum dan penataan ruang;
kawasan permukiman;
kehutanan dan lingkungan hidup;
perhubungan, komunikasi dan informatika;
energi dan sumber daya mineral; dan
. pariwisata;
(3). Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1}
huruf c dibagi dalam sub bidang:
a. ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat:
b. kebudayaan dan kegamaan;
c. kepemudaan dan olah raga; dan
d. kelembagaan masyarakat
e

e e D T



(4). Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
huruf d dibagi dalam sub bidang:
a. kelautan dan perikanan;
b. pertanian dan peternakan;
c. peningkatan kapasitas aparatur Kampung;
d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan
keluarga;
e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
f. dukungan penanaman modal; dan
g. perdagangan dan perindustrian.
(S}, Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
huruf e dibagi dalam sub bidang:
a. penanggulangan bencana;
b. keadaan darurat; dan
¢. keadaan mendesak.

Pasal 19

(1). Sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
sampai dengan ayat (4) dibagi dalam kegiatan.

(2], Daftar kegiatan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
menggunakan bahasa Indonesia dan dapat disesuaikan dengan
bahasa daerah dengan kode rekening yang sama.

(3). Penambahan kegiatan penerimaan lain petinggi dan perangkai
kampung yang anggarannyva dialockasikan dari hasil pengelolaan
tanah kas kampung atau sebutan lain dan/atau bantuan khusus
pada sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
huruf tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling
banyak 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20
(1). Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1),
terdiri atas:
a. belanja pegawai,
b. belanja barang/jasa;
c. belanja modal; dan
d. belanja tak terduga.

Pasal 21
(1). Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a,
dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan,

penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala
Kampung dan perangkat Kampung, serta tunjangan BPK.

(2). Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) dianggarkan
dalam hidang penyvelenggaraan pemerintahan Kampung.

(3). Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada avat (1}
pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

(4). Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada avat (1)
sesual dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan
kemampuan APB Kampung.
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(1).

(2).

(1).

(2.

(4)-

Pasal 22
Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf
b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa vang
nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan antara lain untuk:
a. operasional pemerintah Kampung;
b. pemeliharaan sarana prasarana Kampung;
c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan /bimbingan teknis;
d. operasional BPK;
e, insentif Rukun Tetangga; dan
1. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
Insentif Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf € yaitu bantuan vang untuk operasional lembaga Rukun
Tetangga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan
pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan
ketertiban, serta pemberdayvaan masvarakat Kampung.
Pemmberian barang pada masyarakat/kelompok masvarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk
menunjang pelaksanaan kegiatan Kampung,

Pasal 23
Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e,
digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai
manfaatnya lebih dari 12 {dua belas) bulan dan menambah aset.
Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada avat (1)
digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Lkewenangan
Rampung.

Pasal 24
Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf
d merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang
penanggulangan Dbencana, keadaan darurat, dan keadaan
mendesak yang berskala lokal Kampung.
Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi
kriteria sebagai berikut:
a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah
Kampung dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
b. Tidak diharapkan terjadi berulang;
c. Berada di luar kendali pemerintah Kampung; dan
d. Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masvarakat.
Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan upava tanggap darurat akibat
terjadinyva bencana alam dan bencana sosial.
Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan upava penanggulangan
keadaan darurat Lkarena adanva kerusakan dan/atau
terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana
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(5).

(1)

(2).

(1).

(2).

(3).

(4).

akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunva
pelavanan dasar masyarakat.

Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya
pemenuhan kebutuhan primer dan pelavanan dasar masvarakat
miskin yang mengalami kedaruratan.

Bagian Ketiga
Pembiayaan

Pasal 25

Pembiayaan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1) huruf ¢ merupakan semua penerimaan vang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran vang bersangkutan maupun pada tahun
anggaran berikutnya,

Pembiayaan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas kelompok:

4. pecnerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 26

Penerimaan pembiavaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat (2) huruf a, meliputi:

a. SiLPA tahun sebelumnyva;

b. pencairan dana cadangan; dan

c. hasil penjualan kekayaan Kampung yang dipisahkan

kecuali tanah dan bangunan.

SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit
meiputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja,
penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai
atau lanjutan.
Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf b digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana
cadangan vang seclanjutnya dicatatkan dalam penerimaan
pembiayaan dalam APB Kampung.
Hasil penjualan kekayaan Kampung yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada avat (1) huruf c dicatat dalam penerimaan
pembiayaan hasil penjualan kekayaan Kampung vang dipisahkan.

Pasal 27

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat
(2) huruf b, terdiri alas :

a,
b.

(1).

(2).

pembentukan dana cadangan; dan
penyertaan modal.
Pasal 28

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

27 huruf a dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan

dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun

anggaran.

Kegiatan pembangunan sarana prasarana kampung untuk kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1] tidak dilaksanakan secara
-15-



(3).

(4).

(5).

(6).

(3.

(4).

(5).

bertahap/ multivear/ tahun jamak.

Kegiatan pembangunan sarana prasarana kampung sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) membutuhkan anggaran paling sedikit Rp.

1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan simpanan dana

cadangan per tahun minimal sebesar Rp, 200.000.000,- (Dua Ratus

Juta Rupiahj.

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1]

ditetapkan dengan peraturan Kampung,

Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada avat (2] paling

sedikit memuat:

a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

b. program dan kegiatan vang akan dibiavai dari dana cadangan;

¢. besaran dan rincian tahunan dana cadangan vang harus
dianggarkan:

d. sumber dana cadangan;

e. tahun anggaran peclaksanaan dana cadangan; dan

f. Rencana Anggaran Biaya kegiatan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas
penerimaan Kampung. kecuali dari penerimaan  yang
penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa
jabatan Petinggi.

Pasal 29

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 hurul b
antara lain digunakan untuk menganggarkan kekavaan pemerintah
Kampung wyang dinvestasikan dalam BUM Kampung untuk
meningkatkan pendapatan Kampung atau pelayanan kepada
masvarakat.

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kekayaan Kampung yang dipisahkan vang dianggarkan dari
pengeluaran pembiayaan dalam APB Kampung.

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayvat (2) dalam
bentuk tanah kas Kampung dan bangunan tidak dapat dijual.
Penvertaan modal pada BUM Kampung melalui proses analisis
kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

Tata cara penvertaan modal diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Bupati mengenai BUM Kampung.

BABI IV
PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG

Pasal 30

Pengelolaan keuangan Kampung meliputi:

> po g

PETENCATIAAT]
pelaksanaan;
penatausahaan;
pelaporan; dan
pertangeungjawaban.
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(1).

(2).

(1),

(2).

(3.

(1).

(2).

Pasal 31

Pengelolaan keuangan Kampung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 dilakukan dengan Basis Kas.

Basis Kas sebagaimana dimaksud pada avat (1) merupakan
pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari
rekening kas Kampung.

Pengelolaan keuangan Kampung dapat dilakukan dengan
menggunakan sistemn informasi vang dikelola Kementrian Dalam
Negeri.

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 32

Perencanaan  pengelolaan keuangan Kampung merupakan
perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Kampung
pada tahun anggaran berkenaan vang dianggarkan dalam APB
Kampung.

Sekretaris Kampung mengkoordinasikan penyusunan rancangan

APB Kampung berdasarkan RKP Kampung tahun berkenaan dan

pedoman penyvusunan APB Kampung diantaranvya:

a. Menyampaikan permohonan permintaan data program kebijakan
daerah kabupaten Mahakam Ulu ke Organisasi Pemerintah
Daerah terkait;

b. Menyampaikan permohonan terkait Peraturan Bupati Mahakam
Ulu tentang Pengelolaan Keuangan Kampung dan tentang hal-
hal lainnya vang berhubungan dengan kegiatan Pemerintahan
Kampung yang akan di perbaharui setiap tahun;

¢. Memastikan rancangan usulan kegiatan pada APBK sesuai
dengan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RPJM
Kampung yvang mengacu pada program daerah;

d. Menyusun Rencana Kerja bersama Aparatur Pemerintah
Lainnya;

e. Menyvampaikan hasil rancangan rencana kegiatan pada tahun
berjalan (n+0) dan tahun depan (n+1] kepada Petinggi;

. Mengintruksikan kepada aparatur dibawah koordinasinya untuk
menyusun Rencana Anggaran Biaya masing-masing Bidang;

g. Sekretaris Kampung menyampaikan Rancangan Peraturan
Kampung tentang APB Kampung kepada Petinggi.

Rancangan APB Kampung yang telah disusun merupakan bahan
penyusunan rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung.

Pasal 33
Sekretaris Kampung menyampaikan Rancangan
Peraturankampung tentang APB Kampung kepada Petinggi.
Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Petinggi kepada
BPK untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah
BPK.
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(3],

4),

(5).

(6).

(1).

(2].

Rancangan Peraturan Kampung tentang APB  Kampung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] disepakati bersama paling
lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam hal BPK tidak menyepakati rancangan Peraturan Kampung
tentang APB Kampung vang disampaikan Petinggi, Pemerintah
Kampung hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan
dengan pengeluaran operasional penvelenggaraan pemerintahan
Kampung dengan menggunakan pagu tahun schelumnya,

Batas waktu pembenahan oleh petinggi disampaikan paling lama 7
hari sejak rapat Paripurna dilaksanakan.

Petinggl menetapkan Peraturan Petinggi sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4],

Pasal 34

Atas dasar kesepakatan bersama Petinggi dan BPK sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), Petinggi menyiapkan

Rancangan Peraturan Petinggi mengenal penjabaran APB

Kampung.

Sekretaris Kampung mengoordinasikan penyusunan Rancangan

Peraturan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diantaranya :

a. Menyusun jadwal rapat bersama kaur dan kasi maksimal 1
hari setelah disepakati oleh Petinggi dan BPK;

b. Mengintruksikan pengecekan data rancangan Pendapatan
Belanja, dan pembiayaan oleh masing-masing kaur dan kasi
sesuai bidangnya;

c¢. Menyusun dral Rancangan Peraturan Petinggi bersama Kaur
dan kasi sebelum disampaikan ke kecamatan.

Pasal 35
Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) disampaikan
Petinggi kepada Bupati melalul camat atau sebutan lain paling
lambat 3 {tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
Bupati dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan
Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung.
Penyampalan Rancangan Peraturan Kampung tentang APB
Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan
dokumen paling sedikit meliputi:
a. surat pengantar;
b. rancangan peraturan Petinggi mengenal penjabaran APB
Kampung;
c. peraturan Kampung mengenai RKP Kampung;
d. peraturan Kampung mengenai kewenangan berdasarkan
hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung;
e. peraturan Kampung mengenai pembentukan dana cadangan,
jika tersedia;
[ peraturan Kampung mengenai penvertaan modal, jika tersedia;
g. berita acara hasil musyawarah BPK vang memuat persetujuan
terkait rancangan APBK;
h. Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
Dokumen lainnya sesuai kebutuhan.

i

A8



(3].

(4).

(5].

(6).

(1).

(3).

Pasal 36
Camat dapat mengundang Petinggi dan/atau aparat Kampung
terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Petinggi paling
lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya
rancangan dimaksud.
Pemerintah Kampung yang telah menyerahkan rancangan APBK
maka wajib menerima surat tanda terima yang diketahui oleh
Camat.
Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan
Kampung dimaksud berlaku dengan sendirinva.
Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
vang lebih tinggi, kepentingan umum, arah kebijakan kabupaten
dan RKP Kampung, selanjutnya Petinggi menetapkan menjadi
Peraturan Kampung.
Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada avat (2)
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
vang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Kampung, Petinggi
bersama BPK melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua
puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 37
Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat
(5) tidak ditindaklanjuti oleh Petinggi dan Petinggi tetap
menetapkan Rancangan Peraturan Kampung tentang APB
Kampung menjadi Peraturan Kampung dan Rancangan Peraturan
Petinggi tentang Penjabaran APB Kampung manjadi Peraturan
Petinggi, Bupati melalui Camat membatalkan peraturan dimaksud
dengan Keputusan Camat.
Petinggi memberhentikan pelaksanaan Peraturan Kampung dan
Peraturan Petinggi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah
pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya
Petinggi bersama BPK mencabut Peraturan Kampung dan
Peraturan Petinggi dimaksud.
Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Petinggi hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap
operasional penvelenggaraan pemerintahan Kampung dengan
menggunakan pagu tahun sebelumnya sampal penyempurnaan
Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung
disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati melalui Camal.

Pasal 38

Tata cara danfatau proses Evaluasi rancangan APBK diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Bupati mengenai evaluasi Rancangan
Peraturan Kampung tentang APB Kampung oleh Camat.

(1).

Pasal 39
Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung vang telah



(2],

(3.

(4).

2).

(3).

(1).

2).
(3).

().

(5).

dievaluasi ditetapkan oleh Petinggi menjadi Peraturan Kampung
tentang APB Kampung.

Peraturan Kampung tentang APB Kampung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31
Desember tahun anggaran sebelumnya,

Petinggi menetapkan Rancangan Peraturan Petinggi tentang
penjabaran APB Kampung sebagal peraturan pelaksana dari
Peraturan Kampung tentang APB Kampung.

Petinggi menyampaikan Peraturan Kampung tentang APB
Kampung dan Peraturan Petinggi t{entang penjabaran APB
Kampung kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Kampung paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Pasal 40
Petinggi menyampaikan informasi mengenai APB Kampung kepada
masyarakat melalui media informasi.
Media informasi sebagai mana dimaksud pada avat (1) diantaranya

a. Spanduk/ Baliho;

b, Papan Informasi; dan

c¢. Media Sosial.

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1] paling sedikit

memuat:

a. APB Kampung;

b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan
kegiatan; dan

¢. alamat pengaduan.

Pasal 41

Pemerintah Kampung dapat melakukan perubahan APB Kampung

apabila terjadi:

a. penambahan danfatau pengurangan dalam pendapatan
Kampung pada tahun anggaran berjalan:

b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan
pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun
berkenaan;

c¢. keadaan yang menvebabkan harus dilakukan pergeseran antar
bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis
belanja;

d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus
digunakan dalam tahun anggaran berjalan; dan

Perubahan APB Kampung hanya dapat dilakukan 1 ({satu) kali

dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Perubahan APBK dapat dilaksanakan paling lambat di bulan

Oktober tahun berjalan, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diantaranya :

a. Force majeur (Bencana alamj;

b. Terjadi konflik sosial berkepanjangan;

c. Terjadi perubahan kebijakan pemerintah pusat, daerah provinsi
maupun Kabupaten;

Pecrubahan APB Kampung scbagairnana dimaksud pada ayat (1)
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(1).

(2).

(3).

ditetapkan dengan peraturan Kampung mengenai perubahan APD
Kampung dan tetap mempedomani Arah kebijakan Bupati vang
tertuang di dalam RKP Kampung.

Pasal 42
Pemerintah Kampung dapat melakukan perubahan terhadap
Peraturan Petinggl tentang perubahan penjabaran APB Kampung
sebelum Rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APB
Kampung ditetapkan.
Peraturan Petinggi tentang perubahan penjabaran APB Kampung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dapat dilakukan apabila
terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan
Kampung pada tahun anggaran berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus scgera dilakukan pergeseran
antar objek belanja; dan
¢. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menvebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran
berjalan.
Petinggi memberitahukan kepada BPK mengenai penetapan
Peraturan Petinggi tentang perubahan penjabaran APB Kampung
dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui DPMK dengan
menyampaikan surat pemberitahuan mengenai Peraturan Petinggi
tentang perubahan penjabaran APB Kampung.

Pasal 43

Ketentuan mengenai penvusunan Peraturan Kampung mengenai APB
Kampung sebagaimana dimaksud dalern Pasal 32 sampai dengan Pasal
38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan
Kampung mengenai perubahan APB Kampung.

(1),
{2).

(3.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 44
Pelaksanaan  pengelolaan  keuangan Kampung merupakan
penerimaan dan pengeluaran Kampung vang dilaksanakan melalui
rekening kas Kampung pada bank vang ditunjuk Bupati.
Rekening kas Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
oleh Pemerintah Kampung dengan spesimen tanda tangan Petinggi
dan Kaur Keuangan.
Rekening kas kampung dibuat pada bank Kaltim-Tara dimasing-
maging kecamatan yvang terdekat dari kampung.

Pasal 45
Nomor rekening kas Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
44 dilaporkan Petinggi kepada Bupati melalui DPME.
Bupati melaporkan daftar nomor rekening kas Kampung kepada
Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Kampung.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] digunakan untuk
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(4).

(5).

(6).

(1).

(2).

(3)-

14).

(5).

(6).

(7).

(8).

9.

(1).

(2)-

pengendalian penyaluran dana transfer.

Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai maksimal sebesar Rp.
20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) pada jumlah tertentu untuk
memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Kampung.

Uang tunai yang tersimpan di kaur keuangan, lebih besar dari Rp.
20.000.000,- wajib disetor kembali ke bank dalam waktu tidak lebih
dari 10 hari kerja.

Sebelum tanggal 31 Desember, kaur keuangan wajib menyetorkan
sisa kas yang masih tersisa ke rekening kas kampung.

Pasal 46
Petinggi menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran
sesual tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja
setelah Peraturan Kampung tentang APB Kampung dan Peraturan
Petinggi tentang penjabaran APB Kampung ditetapkan.
DPA sebagaimana dimaksud pada avat (1) terdiri atas:
a, Rencana Kegiatan dan Anggaran Kampung;
b. Rencana Kerja Kegiatan Kampung; dan
¢. Rencana Anggaran Biaya.
Eencana Kegiatan dan Anggaran Kampung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] huruf a merinci setiap kegiatan, angparan yang
disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang
telah dianggarkan.
Rencana Kerja Kegiatan Kampung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu
pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim vang
melaksanakan kegiatan.
Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.
Satuan harga sebagaimana dimaksud ayat (5) harus sesuai dengan
standar biaya umum dan satuan harga barang dan jasa sesuai
zona kabupaten Mahakam Ulu.
Apabila satuan harga melebihi standar sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) maka kampung wajib mengajukan permohonan
perubahan harga satuan kepada bupati melalui Camat untuk
dilakukan pengecekan dan perubahan harga satuan tingkat
kabupaten sesuai zona di Kabupaten Mahakam Ulu.
Penyampaian permohonan perubahan satuan harga sebagaimana
dimaksud pada avat (V) disampaikan bersamaan dengan bukti-
bukti yang kuat dan paling lambat bulan Februari tahun berjalan.
Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan
rancangan DPA kepada Petinggi melalui Sekretaris Kampung
paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana
dimalksud pada ayat (1).

Pasal 47
Sekretaris Kampung melakukan verifikasi rancangan DPA paling
lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan
rancangan DPA,
Petinggi menyetujui rancangan DPA vang telah diverifikasi oleh
Sekretaris Kampung,
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2].

(3).

(4).

(5).

(1).
(2).
[3).

(4)-

Pasal 48
Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Kampung tentang APB
Kampung dan/aiau perubahan Peraturan Petinggi tentang
Penjabaran APB  Kampung vang menyebabkan terjadinya
perubahan anggaran dan/atau  terjadi perubahan kegiatan,
Petinggi menugasken Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran
untuk menyusun rancangan DPPA.
DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Rencana Kegiatan den Anggaran Kampung Perubahan; dan
b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.
Kaur dan Kasi pelaksana kegialan anggaran menyerahkan
rancangan DPPA kepada Petinggi melalut Sekretaris Kampung
paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana
dimaksud pada avat (1).
Sckretaris Kampung melakukan verifikasi rancangan DPPA paling
lama 15 (lima belas) har kerja scjak Kaur dan Kasi menyerahkan
DFPPA.
Petinggi menyutujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh
Sekretaris Kampung.

Pasal 49
Kaur Keuangan menyusun rancangan EAK Kampung berdasarkan
DPA vang telah disetujui Petinggi.
Rancangan RAK Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Petinggi melalui Sekretaris Kampung.
Sekretaris Kampung melakukan verifikasi terhadap rancangan
FEAK Kampung vang digjukan Kaur Keuangan.
Petinggi menyetujui rancangan RAK Kampung wvang telah
diverilikasi Sekretaris Kampung.

Pasal 50

RAK Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat arus
kas masuk dan arus kas keluar vang digunakan rnengatur penarikan
dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA
vang telah disahkan oleh Petinggi.

(1)

Pasal 51
Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 memual
semua pendapatan Kampung vang berasal dari Pendapatan Ash
Kampung, transfer dan pendapatan lain.
Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada avat (1) didukung
oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 52
Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 memuat
semua pengeluaran belanja atas beban APB Kampung.
Setiap pengeluaran sebagainana dimaksud pada ayat (1) didukung
dengan bulkti yang lengkap dan sah,
Bukti sehagaimana dimaksud pada avat (2) mendapat persetujuan
Petinggl dan Petinggi bertanggung jawab atas kebenaran material
yvang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungawab
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(6).

(2).

(1).

(2).

(4).

terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada avat
(1)

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku
pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran
kegiatan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 53
Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA vang
telah disetujui Petinggi.
Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan fatau penvedia
barang/jasa.
Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diutamakan melalui swakelola.
Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan
dan wilayah setempat dan gotong rovong dengan melibatkan
partsipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan
pemberdayaan masyarakat setempat.
Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui
swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilakaanakan
oleh penyedia barang/jasa vang dianggap mampu dan memenuhi
persyaratan.
Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara pelaksanaan kegiatan
pengadaan barang/jasa di Kampung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati Mahakam Ulu tentang
pengadaan barang/jasa di Kampung.

Pasal 54
Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP
dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan
periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar
atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan
pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Pasal 55
Penggunaan anggaran vang diterima dari pengajuan SPP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 untuk kegiatan pengadaan
barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh] hari
kerja.
Dalam hal pembayvaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan
dalam waktu 10 (sepuluh) han kerja, Kaur dan Kasi pelaksana
kegialan anggaran wajib mengembalikan dana vang sudah diterima
kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Kampung.
Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku
pembantu panjar.
Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyvampaikan
pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan
barang/jasa kepada Sekretaris Kampung.
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(D). Sekretaris Kampung memeriksa kesesuaian buku transaksi
pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran
vang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan
anggaran,

(6). Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa
lebih kecil dari jumlah uang vang diterima, Kaur dan Kasi
pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas
Kampung.

Pasal 56
(1). Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan
melalui penyedia barang/jasa dilakukan sctelah barang/jasa
diterima.
(2). Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayvat (1] dilampiri
dengan:
a. pernyataan tanggungjawab belanja: dan
b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.
(3]. Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekretaris Kampung berkewajiban untuk:
a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan
oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
b. menguji kebenaran perhitungen tagihan alas beban APB
Kampung vang tercantum dalam permintaan pembayaran;
c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan
d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi
pclaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi
persyaratan vang ditetapkan.
(4]. Kepala Kampung menyetujui permintaan pembayaran sesuai
dengan hasil verifikasi vang dilakukan oleh sekretaris.
(5]. Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan
besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan
dari Petinggi.

Pasal 57

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan
laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada
Petinggi paling lambat 7 {tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

Pasal 58

(1). Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB
pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga vang diusulkan
kepada Petinggi melalui sekretaris Kampung.

(2). Sekretaris Kampung melakukan verifikasi terhadap RAB yang
diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3). Petinggi melalui surar keputusan Petinggi  menyerujui RAB
pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan
veritikast yvang dilakukan oleh sekretaris Kampung.

(4). Kepala Kampung melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak
terduga kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan
Petinggi ditetapkan.

Pasal 59
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(1).

(2).

(3).

{4).

Setiap pengeluaran kas Kampung yang menyebabkan beban atas
anggaran Belanja Kampung dikenakan pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang
berlaku.

Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan
pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Kampung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
pengeluaran kas Kampung atas beban belanja pegawai,
barang/jasa, dan modal.

kKaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang
dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 60

Arus kas masuk dan ams kas keluar sebagaimana dimaksud dalrun
Pasal 50 dari mekanisme pembiayvaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 dan Pasal 27 dianggarkan dalam APB Kampung.

(1).

(2).
(3).

(4).

(5)-

(6).

(7).

8).

(1).

Pasal 61
Fenerimaan pembayaran dari SiLPA  tahun  sebelumnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dipunakan untuk
menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil
daripada realisasi belanja; dan
Mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
SiLPA  yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran
sebagalmana dimaksud pada ayat (1} huruf a merupakan
perhitungan, pembukuan  penerimaan dari pelampauan
pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya
vang digunakan untuk membiayvai kegiatan-kegiatan vang telah
ditetapkan dalam APB Kampung tahun anggaran berkenaan.
SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum
selesai atau lanjutan sebagaimana dlmaksud pada avat (1) huruf b
merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang
harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.
Kaur dan/ atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan
kembali rancangan DPA untuk disetujul kepala Kampung menjadi
DPAL untuk mendanal kegiatan vang belum selesai atau lanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
kRaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam
mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada avat (4},
terlebih  dahulu menvampaikan laporan  akhir realisasi
pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Petinggi paling lambat
pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
Sekretaris Kampung menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa
kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL.
DPAL vang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan
vang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 62
Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
huruf b dan pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud
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(2).

(3)-

(4).

(5)-

(1).

(2).

(3).

(4).

(1).

dalam Pasal 26 huruf a dicatatkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.

Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam
rekening kas Keampung.

Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada avat
(I} dilarang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain
diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kampung mengenai
dana cadangan.

Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan
Kampung sebagaimana dimaksud pada avat (3) dilaksanakan
apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan
program dan kegiatan.

Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada avat (4) dianggarkan
pada penerimaan pembiayaan dalam APB Kampung.

Pasal 63
Penyertaan modal sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 27 huruf b
dicatat pada pengeluaran pembiayvaan.
Hasil keuntungan dan penyertaan modal schagaimana dimaksud
pada ayat (1) dimasukan sebagai pendapatan asli Kampung.

Bagian Ketiga
Penatausahaan

Pasal 64
Penatausahean keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai
pelaksana tfungsi kebendaharaan.
Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaltukan
dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku
kas umum.
Pencataan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

Pasal 65
Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang
terdiri atas:
buku pembantu bank;
buku pembantu pajak; dan
buku pembantu panjar.

. Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui
rekening kas Kampung.

Buku permnbantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayal (1) hurufl
b merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran
setoran pajak.

Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢ merupakan catatan pemberian dan pertanggungiawaban uang
panjar.

Pasal 66
Penerimaan Kampung disetor ke rekening kas Kampung dengan
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(1).

(2).

(3).

(4).

(3]

(6).

(7).

(1),

(2).

(3).

(2).

cara:

a. disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi
dan Pemeriniah Daerah Kabupaten /Kota;

b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/ atau
kantor pos oleh pihak ketiga; dan

c. disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh
dari pihak ketiga.

Pasal 67
Pengeluaran atas beban APB Kampung dilakukan berdasarkan
RAK Kampung yang telah disetujui oleh Petinggi.
Pengeluaran atas beban APB Kampung untuk kegiatan yang
dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan
kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar
DPA dan 8PP yang diajukan serta telah disetujui oleh Petinggi.
Pengeluaran atas beban APB Kampung untuk kegiatan vang
dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur
Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP vang
diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah
disetujui oleh Petinggi.
Pengeluaran atas beban APB Kampung untuk helanja pegawai,
dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh
kepala Kampung.
Pengeluaran atas beban APB Kampung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ayat (3|, dan ayat (4} dibuktikan dengan kuitansi
pengeluaran dan kuitansi penerimaan.
Kuitanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada avat (5)
ditandatangani oleh Kaur Keuangan.
Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada avat (5)
ditandalangani oleh penerima dana.

Pasal 68

Buku kas umum yvang ditutup sctiap akhir bulan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan
kepada Sekretaris Kampung paling lambat tanggal 10 (sepuluh
bulan berikutnya).

Sekretaris Kampung melakukan verifikasi, evaluasi, analisis dan
validasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Sekretaris Kampung melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan
analisis sebagaimana dimaksud pada avat (2) disampaikan kepada
Petinggi untuk disetujui.

Bagian Keempat
Pelaporan
Pasal 69
Kepala Kampung menvampaikan laporan pelaksanaan APB
Kampung semester pertama kepada Bupati melalui camat.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Laporan pelaksanaan APB Kampung; dan
b. Laporan realisasi kegiatan.
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(3). Petinggi menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 paling lambat minggu kedua bulan Juli
tahun berjalan.

Pasal 70

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) melaksanakan dan
menyampaikan rekapitulasi laporan konsolidasi pelaksanaan APB
Kampung kepada Bupati Kabupaten Mahakam Ulu paling lambat
minggu Pertama Bulan Agustus tahun berjalan.

(1).

(1).

(2).

(1).

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban
Pasal 71

Petinggi menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB
Kampung kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun
anggaran.
Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun
anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada avat (2} disertai
dengan:
a. Laporan keuangan, terdiri atas:
1. Laporan realisasi APB Kampung; dan
2. Catatan atas laporan keuangan,
h. Laporan realisasi kegiatan; dan
c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya
yvang masuk ke Kampung.

Pasal 72

Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal
71 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan
Kampung akhir tahun anggaran.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK} melaksanakan
dan menyampaikan rekapitulasi laporan konsaolidasi pelaksanaan
APE Kampung kepada Bupati Kabupaten Mahakam Ulu paling
lambat minggu Pertama Bulan April tahun berjalan.

Pasal 73

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 71
diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat;

a. Laporan realisast APB Kampung;

b. Laporan realisasi kegiatan;

c. Kegiatan yang belum selesal dan/atau tidak terlaksana;

d. Sisa anggaran; dan

e. Alamat pengaduarn.
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Pasal 74

Format Kode Rekening, Materi Muatan Penvusunan Peraturan Bupati
tentang Penyusunan APB Kampung, Peraturan Kampung tentang AFB
Kampung, Peraturan Petinggi tentang Penjabaran APB Kampung,
Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APDB
Kampung, Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung,
Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran Perubahan APB
Kampung, DPA, DPPA, RAK Kampung, Buku Pembantu Kegiatan,
Laporan Perkembangan Peleksanaan Kegiatan dan Anggaran, SPP,
Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, DPAL,
Peraturan Kampung tentang Perubahan APB Kampung, Peraturan
Kepala Kampung tentang Perubahan Penjabaran APB Kampung, Buku
Kas Umum, Buku Pembantu Kas Umum, Kuitansi, Laporan
Pelaksanaan APB Kampung Semester Pertama, dan Laporan
Pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Tenaga Pendamping Kampung
Pasal 75
Pendampingan Kampung dilaksanakan oleh pendamping vang terdiri
atas:
a. Tenaga Pendamping Profesional;
b. Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung: dan/atau
¢, Pihak ketiga.

Pasal 76

Tenaga Pendamping Profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 74
huruf (a) terdiri atas:

a. Pendamping Kampung;

b. Pendamping Kecamatan;

c. Tenaga Teknis Kabupaten; dan

d. Tenaga Ahli Kabupaten.

Pasal 77

Pendamping Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 huruf (a)
berkedudukan di kampung,

Pa=al T8

Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 huruf
(b] berkedudukan di Kecamatan.

Pasal 79

Tenaga Teknis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 huruf
(c)] berkedudukan di Kabupaten bersama Dinas Pemberdayvaan

Masyarakat dan Kampung.

Pasal 80

Tenaga Ahli Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 hurut
(d) berkedudukan di Kabupaten bersama Sekretariat Kabupaten
30-



Mahakam Ulyg,

Pasal 81

Tugas dan tanggungjawab serta hak dan kewajiban Pendamping
Profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 akan diatur dalam
Surat Keputusan Bupati.

Pasal 82

Sumber Pendanaan terhadap pendampingan kampung berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten

BAB V
Kriteria Alokasi Pagu Indikatif
Pasal 83

(1). Nilai pagu indikatif ditentukan sesuai formula yang ditetapkan
dalamn peraturan Bupati Mahakam ulu tentang penetapan rincian
dan prioritas usulan setiap tahunnva.

(2). Bupati dapat melakukan penambahan alokasi dan pengurangan
alokasi dengan memperhatikan salah satu atau beberapa kriteria-
kriteria sebagai berikut:

a. Prestasi kinerja petinggi kampung;

b. Prestasi kinerja lembaga kemasyarakatan kampung;

c. Prestasi  tingkat partisipasi masyarakat dalam proses
pembangunan kampung;

d. Prestasi administrasi pengelolaan program pemerintah daerah;

. Prestasi Progres Capaian kegiatan pembangunan kampung;

f. Prestasi capaian hasil pemeriksaan atau audit oleh instansi
pemeriksa intern daerah (AFIP); dan
g. Prestasi lain sesuai kebutuhan.

(3). Penambahan dan pengurangan nilai pagu indikatif akan
ditentukan pada tahun scbhelumnya.

(4). Indikator capaian prestasi kinerja pemerintah kampung ditetapkan
oleh Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masvarakat dan
Kampung (DPMK).

(3). Penambahan dan pengurangan pagu alokasi sebagaimana
dimmaksud pada avat (2) berupa Bantuan Keuangan Kabupaten
(Bankeu).

(6). Ketentuan mengenai Bantuan Keuangan Kabupaten akan diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Bupatl tentang Bantuan Keuangan
Kabupaten.

m

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 84

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi
pelaksanaan pengelolaan keuangan Kampung.

Pasal 85
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Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten dan Camat dalam
pelaksanaan pengelolaan keuangan Kampung meliputi pemberian
pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 86

Pembinaan dan pengawasan Camat dalam pelaksanaan pengelolaan

keuangan Kampung vang meliputi;

a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan pengelolaan
keuangan Kampung;

b. memberikan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan keuangan
Kampung yang mencakup perencanaan. penyusunan, pelaksanaan
dan pertanggungjawaban APBK;

c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan Kampung dan
pendayvagunaan aset Kampung;

d. memberikan bimbingan pelaksanaan adminsitrasi keuangan
Kampung.

e. Memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan teknis lapangan dan
administrasi penggunaan anggaran APBK; dan

f. Melakukan verifikasi dan validasi terkait pengelolaan keuangan
kampung.

Pasal 87
(1) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 85, dilakukan dengan membentuk Tim Asistensi Pengelolaan
Keuangan Kampung Tingkat Kecamatan vang dibentuk oleh
Camat.

(2) Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Kampung Tingkat Kecamatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan asistensi per
triwulan.

(3] Susunan Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Kampung Tingkat
Kecamatan sebagaimana dimalksud dalam avat (2] meliputi:

a. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua merangkap Anggota;

b. Kepala Seksi Pemberdavaan Masyarakat dan Pemerintahan
Kampung sebagai Sekretaris merangkap Anggota;

c. Kepala Scksi Pemerintahan Umum sebagai Anggota;

d. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban sebagai Anggota:
dan

e. Pegawal Kecamatan yang ditunjuk scbagail Anggota.

(4) Tugas Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Kampung Tingkat

kKecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:

a. membina dan mengawasi administrasi keuangan
Kampung;

b, membina dan mengawasi pecngelolaan keuangan
kampung;

c. membina dan mengawasi pendayvagunaan aset Kampung;

d. membina dan mengawasi pelaksanaan Dana Kampung,
ADK, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan
bantuan dari Pemerintah Pusat; dan

e. membina dan mengawasi penyelenggaraan keuangan
Kampung yvang mencakup perencanaan, dan penyusunan
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APBK, pelaksanaan, penatausahaan dan
pertangpgungiawaban APBK.

(3) Pelaksanaan tugas Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Kampung
Tingkat Kecamatan schagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah
sebagai berikut:

a, Sekrelaris Kecamatan sebagai Ketua vang bertugas
mengkoordinasikan tugas-tugas Anggota;

b. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan
pendayagunaan aset Kampung dan  Pemberdayaan
Masyarakal oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintah Kampung ;

c. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung olech Kepala
Seksi Pemerintahan Umum;

d. DBidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung Belanja Tak
Terduga oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan

e. Pegawai kecamatan bertugas menangani administrasi Tim
Asistensi.

Pasal 88
Dalam hal terdapat pengaturan mengenai pengelolaan keuangan
Kampung dari peraturan perundang-undangan vang lebih tinggi vang
bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan
penyesuaian terhadap Peraturan Bupati ini sebagaimana mestinya.

(1}. Satuan Perangkat Kerja Daerah vang membidangi urusan
pemeriksaan, keuangan dan anggaran, pemerintahan Kampung,
dan Camat berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan
APBK sesuail dengan tugas pokok dan fungsinva.

(2). Pembinaan sebagaimana dimaksud pada avat (1) diberikan dalam
bentuk pemberian bimbingan dan pelatihan penyelenggaraan
APDBK vang mencakup penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, dan pertanggungjawaban APBK.

(3). Pengawasan sebagaimana dimaksud pada avat (1) diberikan dalam
bentuk evaluasi rancangan Peraturan Kampung tentang APBE,
pengkajian, penelitian,pemeriksaan, dan evaluasipenyelenggaraan
APBK yvang mencakup penyusunan, pelaksanaan, panatausahaan,
pelaporan, dan pertanggungjawaban APBK.

Pasal 89
Pembinaan dan pengawasan ditingkat kampung meliputi:

(1}. BPK melakukan pengawasan
(2). Petinggi melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bendahara

Kampung.
(3). Pengawasan Petinggi kepada DBendahara Kampung sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dalam hal penatausahaan APEK melalus

pemeriksaan administrasi keuangan Kampung setiap alchir bulan.

BAB VII
SANKSI
Pasal 20
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(1) Bupati dapat menunda penyaluran alokasi dana transfer dalam
hal:

a. Bupati belum menerima dokumen pertanggungjawaban tahun
anggaran schelumnya dan dokumen permchonan tahun berjalan
beserta kelangkapannya;

b. Terdapat Sisa Dana Tranfer di Rekening Kas Kampung (RKK)
dan Kas Bendahara Kampung tahun anggaran sebelumnya lebih
dar 30% (tiga puluh persen); dan/atau

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Dalam hal Sisa Dana Transfer di RKK tahun anggaran sebelumnya
lebih besar dari jumlah Dana Transfer yang akan disalurkan pada
tahap |, penyaluran Dana Transfer tahap I tidak dilakukan.

(3] Penundaan penyaluran Dana Transfer sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Transfer
di RKK dan Kas Bendahara Kampung tahun anggaran sebelumnya
telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Transfer
di RKK menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari
anggaran Dana Transfer tahun anggaran sebelumnya.

{4) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana
Kampung di RKK dan Kas Bendahara Kampung tahun anggaran
sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen),
penvaluran Dana Tranfer yang ditunda sebagaimana dimaksud
pada avat (2] disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana
Transfer tahap II.

(3) Teknis pelaksanaan penundaan dan penyaluran kembali dana
transfer ke RKK diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pembagian dan Penectapan Rincian Alokasi
Dana Kampung, Dana Kampung, Bantuan Keuangan Daerah
Kabupaten dan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Keuangan
Daerah Provinsi.

Pas=al 91
(1) Pasal 90 ayat (1) sampal dengan ayat (5] merupakan salah satu
indikator penilaian kinerja petinggi.
(2) Bupati dapat melakukan pengurangan atau penambahan Alokasi
Dana Transfer dengan memperhatikan kondisi tersebut.

Pasal 92

Kerugian Kampung vang terjadi karena adanya pelanggaran
administratif dan/ atau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAE VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 93

{1}. Pengelolaan keuangan Kampung sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk AFB Kampung tahun
anggaran 2019,

BAB VIII
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PENUTUP
Pasal 94
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

(1). Pasal 6 ayat (3), ayat (4) ayat (5] dan ayat (6), Pasal 40 ayat (2),
Pasal 52 ayvat (1), Pasal 54 ayat (2), Pasal 57, Pasal 58, Pasal 60
ayat (4], Pasal 62 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 66 ayat (2), Pasal 69,
Pasal 71, Pasal 72, Pasal 79, dan Pasal 81 ayat (3) Peraturan
Bupati Mahakam Ulu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembangunan; dan

{(2). Peraturan Bupati Mahakam Ulu Ne. 6 tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Kampung dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku lagi.

Pasal 95
Peraturan Bupati ini mulai berlakn pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinyva, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Mahakam Ulu.
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 03 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG.

A. PFormat Kode Rekening

A.1. Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

Kode Rekening BIDANCG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG

Bida_ng_ Penyvelenggaraan Pemerintahan Kampung berisi sub bidang dan kegiatan
vang digunakan untuk mendukung tersclenggaranva fungsi pemerinbihan
Kampung vang mencakup:

1 L Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
Operasional Pemerintahan Kampung (Maksimal 30 % untuk kegiaten 1-7)
1 1 01 |Penvediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Petingg

| 1 02 [Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Kampung

1 I 03 |Penvediaan Jaminan Sosial bagi Petingai dan Perangkat Kampung

1 1 04 |Penyediaan Operasional Pemerinlah Kampung (ATK, Honorarium PKPKD dan
PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/ telpon, honor
cleaning service, dll)

1 ] 05 |Penyediaan Tunjangan BPK.

1 1 06 |Penyediaan Operasional BPK (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan
perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik /lelpon, dli)

1 1 07 |Penyediaan Insentif/Operasional BT

1 1 |90-99]Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
Operasional Pemerintahan Kampung

1] & Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kampung
1 2 01  |Penyediaan sarana {aset tetap) perkantoran/ pemerintahan
1 2 02 |Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kampung

2 03 |Pembangunan/Rehabilitasi/ Peninglkatan Gedung/Prasarana Kantor Kampung™*

1 2 190-99lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Kampung®

1 |3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

1 3 01 |Pelavanan administrasi nmum dan kependudokan (Surat Pengantar / Pelayanan
KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)

1 3 02 |Penyusunan/Pendataan /Pemutakhiran Profil Kampung (profil kependudukan
dan potensi Kampung)*

11 31 03 |Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Kampung

I 3 04 |Penyvuluhan dan Penyadaran Masvarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
1 3 15 |Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kampung secara Partisipatif

1 | 3 |90-99}lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistl
dan kecarsipan®

1 4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

1 4 01 |Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampung/FPembahasan APBDes
(Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifal reguler)

1 4 | 02 |Penyelenggaraan Musyvawarah Kampung lainnyva (musdus, rembug warga, dil.,
vang bersifal non-reguler sesuai kebutuhan Kampung)

1 4 | 03 [Penyusunan Dokumen Perencanaan Kampung (RI'JMDes /RKPDes,dll) [

1 | 4| 04 |Penyusuman Dokumen Keuangan Kampung (APBDes/ APEDes Perubahan/ LPJ l
APBDes, dan seluruh dokumen terkait) |




1| 4 05 |Pengelolaan /Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Kampung

1 g 06 jPenyusunan Kebijakan Kampung (Perdes/Perkades, dll - dilnar dokumen Rencana
Pembangunan /Keuanean)

1 | 4| 07 |Penyusunan Laporan Pctinggl/Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung {laporan
akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tuhun |
anggaran, informasi kepada masvarakat)

1 08 |Pengembangan Sistem Informasi Kampung

1| 4 | 09 [Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kampung
(Antar Kampung/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dli)**

1 4 10 [Dulkungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan
Pemilihan BPK (yang menjadi wewenang Kampung)

1| 4 11 [Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan penginman kontingen dalam
mengikuti Lomba Kampung

14 190-99F VAR VUL AR TR R AL DAL LAV ALY
AAAEA AL AL LA LA AR AR HHH PR

I Sub Bidang Pertanahan

1| 5] 01 |Sertilikasi Tanah Kas Kampung

11 5| 02 JAdministrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda
Pertanahan)

1 | 5 | 03 [Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin

1 5 1 (Mediasi Konflik Pertanahar

1] 5| 05 [Penvuluhan Pertanahan

115 06 |Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

LI 5| 07 |Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Kanpung **

1| 5 |90-99|Lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan®

2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG
Hidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung bensi sub bidang dan kegiatan
dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain.
Pembangunan tdak berarti hanya pembangunan secara lisik akan tetapi jugs
terkail dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinasn,

211 Sub Bidang Pendidikan

2 1 01 |Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ /Madrasah  Non-Formal  Milik
Kampung** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Serugam, Operasional, dst)

1 02 |Dukungan Penvelengparaan PAUD [APE, Sarana PAUD, dst)

211 03 |Penvuluban dan Pelatihan Pendidilan bagi Masyarakat

2 1 04 |Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman DBacaan Kampung/
Sanggar Belajar Milik Kampung **

2 1 05 [Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD /TK/TPA/TKA/TPQ / Madrasah Non-
Formal Milik Kampung**

2 N | 06 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengadaan Sarana /Prasarana /Alat Peraga
Edukatif (APE} PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ /Madrasah Non-Formal Milik Kampung**

2 | 1| 07 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman
Bacaan Kampung, Sanggar Belayjar Milik Kampung**

2 1 08 |Pengelelaan Perpustakaan Milik Kampung (Pengadaan Buku-bulku Bacaan, Honor
Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Kampung)

2 1 (09 |Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar

2 1 10 |Dukungan Pendidikan bapi Siswa Miskin /Berprestasi

2 1 1 [90-99]lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan®

2 Sub Ridang Kesehatan
01 [Penvelenggaraan Pos Kesehatan Kampung (PKD) / Polindes Milik Kampung (Obat-

obatan; Tambahan Insentil Bidan Kampung /Perawat Kampung: Penyediaan

Pelavanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)




21 2 02 (Penvelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas IThu Hamil, Kelas Lansia,
Insentif Kader Posyandu)

2 2 03 [Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan {(untuk Masyarakat, Tenaga
kischatan, Kader Kesehatan, dll

2] 2 04 (Penyelenggaraan Kampung Siaga Keschatan

212 05 |Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Kampung

2| 2| 06 |Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)

21 2| 07 |Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional

21 2| 08 |Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/ PKD

2 | 2| 09 |Pembangunan/Rchabilitasi/Peningkatan /Pengadaan Sarana/Prasarana
Posvandu /Polindes /PR **

2 | 2 [90-99}ain-lain kegiatan sub bidang kesehatan®

213 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2 |1 3| 01 |Pemeliharaan Jalan Kampung

2 3 02 |Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman /Gang

L e 03 |Pemeliharaan Jalan Usaha Tam

2 | 3| 04 |Pemeliharaan Jembatan Milik Kampung

2|1 3 | 05 |Pemeliharaan Prasarana Jalan Kampung (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab
Culvert, Drainase, Prasarana JJalan lain)

0 I 06 |Pemelibharaan Gedung/Prasarana Balai Kampung/ Balai Kemnasyarakatan

2 | 2| 07 |Pemeliharaan Pemakaman Milik Kampung/ Situs Bersejarah Milik
Kampung/Petilasan Milik

ol 08 |Pemeliharaan Embung Milik Kampung

213 04 |Pemeliharaan Monumen/Gapura/Baras Kampung

213 10 |Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan /Pengerasan Jalan Kampung **

213 11 |Pembangunan/Rehabilitasi/ Peninglatan / Pengerasan Jalan Lingkungan
Permukiman/Gang **

2 12 [Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Usaha Tani **

2 13 [Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkaian / Pengerasan Jembatan Milik Kampung =~

213 14  |Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningleatan Prasarana Jalan Kampung (Goreng-
gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **

3 15  |[Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Balal Kampung / Balad Kemasyarakatan®®
16 |Pembangunan /Rehahbilitasi / Peninglatan Pemalkaman Milik Kampung/ Situs

Bersejarah

2|3 17 |Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Kampung **

2 3 18 |Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kampung

213 19 |Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Embung Kam pung **

213 20 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Kampung **

2 | 3 |190-99)lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang®

2 4 Sub Bidang Kawasan Permukiman

2 |1 4| 01 |Dukungan pelaksanaan program Pembangunan /Rehab Rumah Tidak Layak Huni
(RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)

2 4 02 |Pemelihargan Sumur Hesapan Milik Kampung

2| 4| 03 |Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Kampung (Mata Air/Tandon Penampungan Air
Hujan,/Sumur Bor, dii)

2| 4| 04 |Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga [pipanisasi, dll)

2 | 4 | 05 |Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar

prasarana jalan)




2| 4 (6 |Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum /MCK umum, dll

2] 4 07 |Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Kampung/Permukiman
(Penampungan, Bank Sampah, dil)

21 4 08 |Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangea)

2| 4| 09 |Pemcliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Kampung

21 4 10 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **

21 4 11 |Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Kampung (Mata
Air/Tandon Penampungan Air Hujan /Sumur Hor, dij**

214 12 |Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangea
{pipanisasi, dllj **

2 | 4| 13 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong gorong,
Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **

2| 4 14 |Pembangunan /Rehabilitas /Peningkatan Fasilitas Jamban Umum /MCK umum, dll **

21 4 15 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
Kampung /Permukiman {Penampungan, Bank Sampah, dll}**

214 16 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase,
Air imbah Rumah Tangga)**

2 4 17 |Pembangunan/Rchabilitasi/Peningkatan Taman /Taman Bermain Anak Milik
Kampung**

2 | 4 [90-99lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyvat dan kawasan pemukiman®

215 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

2] 5| 01 |Pengelolaan Hutan Milik Kampung

2 |1 5| 02 [Pengelolaan Lingkungan Hidup Kampung

2 | 5| 03 [Pelaliban/Sosialisasi/ Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

2 | 5 |90-99[lain-lain kegiatan sub bidang Kchutanan dan Lingkungan Hidup™

216 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan [nformatika

216 01 |Pembuatan Kambu-rambu di Jalan Kampung

21 6 | 02 |Penyelenggaraan Informasi Publik Kampung (Misal : Pembuatan Posler/Baliho
Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dli)

2 | 6 | 03 |Pengelolaan dan Permbuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal

2 | 6 [90-99{lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika®

217 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2 | 7| 01 |Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Encrgi Allematf ongkat Kampung

217 02 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Encrgi Alternagl
tingkat Kampung **

2 1 7 190-99lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*

2 1 8 Sub Bidang Pariwisata

2 | 8 | 01 |Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kampung

218 D2  |Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkalan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik

2 & 03 |Pengembangan Pariwisata Tingkat Kampung

2 | 8 [90-99/lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata*

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN KAMPUNG




Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk
meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan
Kampung yang mendukung proses pembangunan Kampung vang mencakup:

3 1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masvarakat

3 1 01 [Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kampung (pembangunan pos,
pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli 1) **

3 1 02 |Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan /Ketertiban oleh
Pemerintah Kampung (Satlinmas Kampung)

3 1 | 03 |Keordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat
{dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Kampung

311 04 |Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kampung

3 | 1| 05 |Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Kampung

311 06 |Banman Hukum Untuk Aparatur Kampung dan Masyaralkat Miskin

3 1 07 |Pelaiihan,Penyuluhan /Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan
Pelindungan Masvarakat

3 1 |90-99)]lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Kelertiban Umum, dan Pelindungan
Masvarakal™

3] 2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

3| 2| 01 [Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kampung

3 | 2| 02 |Pengiriman Kontingen Croup Kescnian dan Kebudayaan sebagai Wakil
Kampung di tingkat Kecamatan dan Kabupaten /Kota

3 2 03 |Penyvelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (peravaan
hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Kampung

3| 2| 04 [Pemcliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan /Rumah Adat/Keagamaan Milik
Kampung **

3 | 2 | 05 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebudayaan/Eumah Adat/Keagamaan Milik Kampung **

3 | 2 [90-99lain-lain kegialan sub bidang Kebudavaan dan Keagamaan®

313 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Haga

313 01 |Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Kampung dil
tingkat kecamatan dan Kabupaten

] 3 02 |Penyclenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penvadaraan Wawasan
Kebangsaan, dll) tingkat Kampung

3| 3| 03 [Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Kampung

313 04 |Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Kampung™

313 05 |Pembangunan/Rehatilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana kepemudaan dan
Olah Raga Milik Kampung**

3 3 06 |Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan /Klub Olah raga

3 | 3 [90-99(lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*®

3l 4 Sub Bidang Kelembagaan Masyvarakat

3 4 01 |Pemnbinaan Lembaga Adat

31 4 02 |Pembinaan LPM/LPMD

31 4| 03 |Pembinaan PKK

3 4 04 |IPclatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

3 | 4 |90-99lain lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat®




4+ BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG
Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang
diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam
meningkalkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:

< 1 Sub Bidang Kelaulan dan Perikanan

2 01 |Pemeliharaan Karamba, Kolam Perikanan Darat Milik Kempung

< L | 02 (Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kampung

4 |1 03 |Pembangunan/Rchabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Daral Milik
Kampung*

4 | 1 | 04 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pclabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik |
Kampung™

4 1 U5 _|Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan /dst)

-+ 1 06 |Pelatihan/Bimtek /Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan
Darat/MNelayvan “*

4 |1 1 (90-99}ain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perkanan*

4 1 2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

4 1 2 01 |Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian,
penggilingan Padi/jagung, dll)

4 | 2 02 |Peningkatan Produksi Petermakan {Alat Produksi dan pengolahan peternakan,
kandang, dll)

4 03 |Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kampung (Lumbung Kampung, dll)

4 | 4 | 04 [Pemeliharan Saluran [rigasi Tersier/Sederhana

41 2 05 |Pelatihan/Bimlek /Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *

4 | 2 190-99|jain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan®

4 1 3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung

413 01 |Peningkatan kapasitas Petinggi

4 3 02 |Peningkatan kapasitas perangkat Kampung

B 3 03 |Peningkatan kapasitas BPK

4 | 3 [90-99|lain-lain kegiatan sulb bidang peningkatan kapasitas Aparatur Kampung

4 | 4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

4 4 01 |Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayvaan Perempuan

41 4 02 |Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak

4 | 4 | 03 [Pelaiihan dan Penguatan Penvandang Difabel {penyandang disabilitas)

4 | 4 [90-99ain-lain kegiatan sub bidang Pemberdavaan Perempuan dan Perlindiingan Anak*

415 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2+ S 01 |Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ TIMEM

415 02 |Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi

4 | 5| 03 |Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi PeKam pungan
Nomn- Pertanian

4 | 5 |90-99|lain-lam kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Keeil dan Menengah®




4| B Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

4| 6 01 {Pembentukan BUM Kampung (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Kampung)

4| 6 02 |Pelatihan Pengelolasn BUM Kampung (Pelatihan yvang dilaksanakan oleh Kampung)

4 | 6 [920-99(lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*

4| 7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

4|1 7 01 |Pemeliharaan Pasar Kampung/Kios milik Kampung

4|7 02 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Kampung/Kios milik Kampung **

7 | 03 [Pengembangan Industri kecil level Kampung

4 1 7 | 01 |Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi
produlktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **

4 | 7 [90-99lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian®

5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kampung
digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan
mendesal:

511 Sub Bidang Penanggulangan Bencana

3 | 1 00 |Penanggulangan Bencana

5] 2 Sub Bidang Keadaan Darurat

51| 2 00  |Keadaan Darurat

513 Sub Bidang Keadaan Mendesak.

9| 3| 00 (Keadaan Mendesak

* = (Penambahan Kegiatan ditetapkan oleh Kabupaten)
** = (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesual kebutuhan Kampung, misal -
Pembangunan, atau Rchabhilitasi, atau Peningkatan, atan Pengerasan)




A.2. Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Kode Rekening Uraian
£ b i o
4 PENIYAPATAN
4 ] Pendaparan Asli Kampung
4 1 1 Hasil Usaha
4 i T 01 Bagi Hasil BUMDes
41 1] 31 Joo-99 Lain-lain
4 1 2 Hasil Auet
4 1 2 01 Fengeloloan Tanah Kas Kﬂ_tnpunsh
4 1 2 02 Tambatan [*erahu
4 1 2 03 Pasar Kampung
4 1 2 04 Tempat FPemnandian Umnum
& ] 2 05 Jarimgan Irigasi Kampung
4 1 2 {16 Pelefangen Than Milik Kampung
4 1 2 07 Rios Mililt Kampung
4 1 2 =] Pemanfaatan Lupansan/Prasarana Olah raga Milik Kampung
3 1 2 §90-99 . m—lajn
4q 1 3 Swadava, Partisipasi dan Gotong Rovong
4 1 3 01 Swadaya, partisipasi dan FOtOIE rovoeng
4 1 3 | 90-99 Lein-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4 1 3 Lain-lain Pendapatan Asl Kampung
o 1 3 {11 Hasil Pungutan Kampung
4 I 4 [90-99 Lain-lain
4 2 Transfer
4 2 1 Dang Kempung
4 2 i 01 Dana Kampung
) 2 2 Fls&n dari Hasil Pajalk dan Fetribus Daerah Kabupaten
31 2 2 01 Bagien dan Haml Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
A4 2 3 Alokasi Dana Kampung
4 2 3 01 Alokasi Dana Kampung
4 2 4 Hantuan Keuangan Provinsi
Ll 2 4 01 Bamtuan Keuangan dar APBDY Provinsi
4 2 4 |90-90 Lain-lain Bantuan Keuangan dar APBD Provinsi
4 2 5 Hanruan Keuangsn APBD Kabupaten/Kota
4 2 5 01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/ Kota
4 2 5 |903-59 Lain-lain Dantuan Keuangan dari APDD Kabupaten/Eota
4 3 Pendapatan Lain-lain
4 3 1 Penerimann dar Hasil Kerjasama antar K’ampun&
4 A 1 1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Kampung
4 3 2 Penerimasn dati Hasil Kerjasama Kampung dengan Pihak Keligs
4 3 2 01 Penerimann dar Hasil Ketjasama Kampung dr-‘.ng.qn Pihak Ketiga
3 3 3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan vang berlokasi di Kampung
4 3 3 01 Penernmaann dori Dantuan Perusahaan yanp berlokos di Kampung
1 3 4 Hibah dan sumbangan dari Pihak KEetiga
4 a3 4 01 Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
i 3 o Koreksi kesalahan belanja tabhun-tahun angparan sebelumpnya vang
4 3 o 01 Koreksi kesalahan belanja tahup-tahun anggaran sebelumnya
4 3 o }]LLnEa Banlk
4 3 5] 01 Bunga Bank
4 3 ) Lain-lain pendapatan Kampung vang sab
4 | 3| o |?0-99 Lain=lain pendapatan Kampung vang sah
5 BELANJA
) 1 |Belanja Pegawai
5 1 1 Penghasilan Terap dan Tunjabgan Petnggi
st 1] m Penphasilan letap Petingsi
5 1 1 02 __Tunjangan Petingm
5 1 1 }50-99 Penerimaam Lain Petingsi vane Sah
5 1 2 Penghasilan Tetap dan Tunjangen Perangkal Kampung
2 1 2 01 Penghasilan Tetap Perangikat Kampung
5 1] 2 [ Tunjangsn Persnglet Kempung
5 1 2 ja0-99 Fenerimaan Lain Peranglcat Kampung vang Sah




2 1 3 Jaminan Sosial Poetingm dan Perangloel Eampung

5 1 3 1 Jaminan Kesshatan Pelingai

5 1 3 D2 Jominan Keaschatan Peranglkat Kampung

5 i 3 03 Jaminan Ketenagakerjnan Petings|

o I 3 14 Jaminan ketenagaleriaan Perangkat hampurig

) 1 4 Tunjangan BPK

3 I 4 01 Tunjangan Kedudulan BPE

5 1 4 02 Tunjangan Kinerja BPE

7 2 Helanja Barang dan Jasa

5 2 1 Belatja Rarang Perlenglapan

5 2 L i1 Belanja Perlenpkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos

) 2 1 a4 Belanja Ferlenskapar Alat-alat Listrik

5 2 1 03 Belanja Perlenpkapan Alat-alat Bumah Tangga /Peralatan dan Bahan
3 2 1 14 Belanja Bahan Haloar Minyalk/Gasylsi ang Tabung Pemadam
3 2 I 05 Belanja Perlengkapan Cetal/Penopandaan - Belanja Barang Cetals dan
o 2 1 (1 Belanja Perlenghapan Barang Konsumsi [Makan /minum) - Nelanja
a2 2 1 0y Belanjs Dalian/ Material

2 2 I 03 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduc

o 2 1 4 Belamja Palkaian Dinas/Seragam / Atribut

5 2 i 110 Belanja Ubat-ubatan

5 2 1 11 Belanja Palkan Hewan /Ikan, Obal-obatan Hewan

o 2 i 12 Belama Pupul/Obat-obatan Pertanian

& 2 | 90-99 Belsmja Harang Perlenglapan Lainmva

5 2 . Belanja Jass Honorarium

5 2 2 1 Belasija Jasa Honorarium Tim yvang Melaksanakan Keglatan

5 2 2 2 Delania Jasa Honorarinm Pembantu Tuges Umnum Kampune / Operator
& 2 2 3 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelavanan Kampunog

3 2 2 4 Belania Jasa Honorarium AhlifPrefesi! Konsultan | Narssumber
5 2 P 5 Belamja Jasa Henorarnum F‘:—*tug@s

5 & 2 19¢-99 Belanja Jasa Honorarium Lainnva

5 2 2 Gelanja Perjalanan Dhinas

2 2 3 31 Helanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota

3 2 3 2 Helanmia Ferjalanan Dinaz Luar Kabuparten/ Kota

o '.1 3 03 Belanja Kursus ) Pelatihan

3 2 4 Delanja Jasa Scowa

3 2 4 1 Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Rusng

5 3 4 2 Belanja Jasa Sewa Peralatan Perlengkapan

5 2 <} 3 Belanja Jasa Sewsa Ssrana Moelalitas

o5 2 4 190-99 Belanja Jasa Sewa Lainnyva

é] 2 3 Belanja Operasional Perkantoran

3 2 3 iH Belanja Jasa Langganan Listrik

5 2 5 ¥z Belanja .Jasa Langganan Air Beisib

5 2 o 33 Belania Jasa Longganan Majalah ! Surat Kabar

5 2 5 3] Delanja Jasa Lanppanan Telepon

5 2 5 i) Belanja Jasa Langganan Internet

5 2 5 3 Gelania Jasa Kurir )/ Pos/! Giro

21 2 1 5 0V Belania Jasa Perpanjangan ljin/ Pajak

5 2 5 |90-00 Belanja Operasional Perkantoran Lainnva

3 2 £y Belanja Pemnelibiasaan

a 2 5] 01 Helanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Herat

3 2 fx 12 Helamja Pemeliharsan Kendarsan Bermolor

= 2 i 33 Belanjo Pemeliharaan Peralatan

5 2 5] 4 Belanja Pemelibharasn Danguanan

o 2 £ 03 Belanja Pemeliharaarn Jalan

5 . fa (343 Helanja Pemetiharaar Jembaran

5 2 ] a7 Belanja Pemeliharaan [rigasi/Saluran Sungai/Embuneg/Air Bersib
5 2 G (153 Helanja Pemeliharaan Jarngen don Instalas (Liscrk, Telepon, nernet,
o 2 6 | a0-99 Belanja Pemeliharaan Lainnyva

o 2 T Belania Barang dan Jases vang Thserabkan kepada Masvarskai

5 3 i 31 Belanja Bahan Perlenplapan yang Diserablan e masvaralkat
3 & ¥ {12 Belanja Bantuan Mesin/ Kendaranoan bermotor )/ Peralaran rang
3 2 T 03 Belanja Bantuan Bangunan yang discrahkan ke masvaralkal




5 2 7 04 Brlanja Heasiswa De i/ Masvaraka, Miskin

5 2 7 05 Belanja Bantuan Bibit Tanamean/Hewan /lkan

) 2 ¥ |90-99 Belanja Barang dan Jasa yang Digerahkan kepada Masveralal Lainnyva
21 3 Belanja Modal

35 3 1 Belanja Modal Pengadaan Tanah

5 3 1 11 Belanja Modal Pembebasan /Pembelian Tanah

5 E 1 2 Birlan[a Modal Pembavaran Ionorariim Tim Tanah

5 3 1 03 Belanja Modal Pensukuran dan Pembuaten Sertdfikal Tanah
&5 3 1 {14 Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan l'anah

3 3 1 ] U5 Helanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah

5 3 1 |00-99 Belanja Modal Pengadaan Tansh Lainnya

5 3 2 HDelanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Beral

o 3 2 1 Belanja Modal Honor Tim yanes Melalsanalkan Kegiatan
] 3 2 02 Belanja Modal Peralatan Elelironik dan Alaf Studio

o 3 2 03 Belanja Maodal Peralatan Komputer

o 3 2 14 Belanja Madal Pesalatan Mebeulair dan Alsesori Buangan
2 3 2 03 Eelania Modal Peralaran Dapur

5 3 2 ] Belanja Modal Peralatan Alat Uleur

5 3 2 07 Eelanja Modal Peralatan Fambu-rambu/Paiek Tamah

3 3 2 08 Belanja Maodal Peralatan khusus Kesehatan

> 3 2 0 Belanja Modal Peralatan khusus Pertamnian/ Perikanan { Peternakan
] 3 2 1 10 Belania Modal Mesin

3 3 2 11 Belanja Maodal Pengadaan Alar-Alal Herat

5 3 2| 90-59 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Ladnnyva
5 3 3 Nelanja Modal Kendaraan

o 3 3 01 Belania Modal Honor Tim vang Melaksanakan RKepiatan
> 3 3 03 Delama Modal Kepdaraan Diaral Bermotor

5 3 3 03 Belanja Modal Anglatan Darat Tidak Besmiotor

> 3 2 04 Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor

> 3 3 03 Belinja Modal Anplutan Ax Tidak Bermoloer

o 3 3 190-99 Belanja Modal Kendaraan Lainnya

) 3 i} Belamja Modal GGedung, Banounan dan Tatoan

a3 3 4 01 Belanig Madal Hopor Tim weane Melaleanalan Keoioian
o 3 Y [N Belanis Modal Tinab Tenaes Kerig

5 3 4 3 Belanja Modal Bahan Baku

7] 3 } [ Helanja Modal Sewa Peralatan

o 3 5 Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan

= 3 5 01 Nelanja Modal Honer Tim vang Melaksanalkan Kegiatan
2 3 2 [ Helanja Modal Upah Tenapa Kerja

3 3 5 03 Belanja Modal Bahan Baku

o 3 5 (4 Belanja Modal Sewa Peralatan

5 3 & Belanga Modael Jembatan

3 3 &6 1 Nelanja Modal Honor Tim vang Melaksanalean Kegiatan
3 3 & 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja

3 3 G 03 Helanja Wodal Bahan Haku

> 3 &) 04 Helanja Modal Sewa Peralatan

2 2 7 Belanja Modal Trigasi/Embung/ Air Sungai/ Drainase /Adr

£ 3 7 a1 Delanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
B 3 i 02 Belanja Modal Upah Tenags Kerja

3 3 i 03 Belanja Modal Bahan Baku

5 3 ¥i 04 Belanja Modal Sewa Peralatan

> 3 2 Belanja Modal Jaringan/ Instalasi

) 3 5] 01 Belama Modal Honor Tim vang Melaksanakan K(‘g'la.ta_..lg._
5 3 H 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja

5 3 5 3 Belania Modal Hahan Baku

5 a B 04 Belanja Modal Sewa Peralatan

5 3 o Belanja Modal lainnva

] & o {1 Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5 3 bt 2 Belanja Modal lchusns Olahraga

5 3 o 03 Belanja Modal _k_‘n'.:mus Kesenian / Kebudayvasn [ keagamaan
5 3 ] D4 Helanja Modal Tumbuhan lansman

5 ) 0 U5 Helanja Modal Hewan

5 & G 190-949 Helanja Modal Lainnva

5 4 Belanja Tale Terdusa




n

Belanja Tak Terduga

£a
-

01

Belanja Tak Terduga

FPEMBIAYAAN

FPenerimaan Pembiayasn

SILPA Tahun Sebelumvya

01

SILIA Tahun Sebelumnyva

Pencairan Dana Cadangan

Pencairan Dana Cadangan

R VR L Pl e
=
=

Hasil Penjualan Kelcayaan l{a_fnguns vang Dipisahlcan

{11

Hasil Penjualan Kekavaan Kampung vany Dipisahkan

Penerimasn Pembiayvaan Lainnya

90-99

Penerimaan Pemhiavasn Lainnya

Fengeluaran Pembiavaan

Pembentukan Dana Cadangan

01

PﬂmbEEtuk,aﬂ Dana Caduangan

bo fia b fba = = = b = e = = =
Lo (Ra iy (V5]

FPenvertaan Modal Kampung

(=Ll Uil e (s fagll Faull facll faoB (a0 [nil Eocll [anl) (ool fanll Lol 1yl

01

Penyertaan Modal Kampung

o

o (W [N (I T

Pengeluaran Pembiayaan lainnya

o

L b (]
D

G0-09

Pengeluaran Pernbiayvaan lainnva

B. Format Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung




Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PETINGGI ..... [Nama Kampung)
KABUPATEN MAHAKAM ULU

FERATURAN KAMPUNG... (Nama Kampung)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG

TAHUN ANGGARAN ...
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

FETINGGI............. [Nama Kampung),

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagai
wujud dari pengelolaan keuangan Kampung dilaksanakan
secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya
kemakmuran masyarakat Kampung;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun
Anggaran ... termuat dalam Peraturan Kampung tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran
... yang disusun sesual dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan Kampung berdasarkan prinsip kebersamaan,
efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
dan kemandinan sehingga menciptakan landasan kuat dalam
melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju
masyarakat vang adil, makmur, dan sejahtera;

bahwa berdasarkan pertimbangan schagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung
Tahun Anggaran ......;

3. ......dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KAMPUNG TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG....... TAHUN
ANGGARAN ...

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran ........ dengan

perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kampung B @uirasigingi

2. Belanja Kampung 0 5 T, RO

Surplus/ defisit 15 TR R,



3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan B i i st e

b. Pengeluaran Pembiavaan B s

Selisih Pembiayaan (a-h) BB, i

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak

terpisahkan dari Peraturan Kampung ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
APBEK;

a.
b.

C.

Daftar penyertaan modal, jika tersedia; dan
Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika

ada.

Pasal 4

Petinggi menetapkan Peraturan Kampung tentang penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kampung sebagai landasan operasional pelaksanaan
APBEK.

(1).

2).

(3).

Pa=sal 5

Pemerintah Kampung dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan

bencana, keadaan darurat, dan mendesalk.

Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengunakan

anggaran jenis belanja tidak terduga.

Pemerintah Kampung dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana,

keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, vang

selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan kampung tentang

perubahan APBE.

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

.

Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kampung
dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

Tidak diharapkan terjadi secara berulang;

Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah kampung;

Memiliki dampak yvang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan vang disebabkan oleh kejadian vang luar biasa dan/atau
permasalahan social; dan

Berskala lokal kampung.

Pasal 6



Dalam hal terjadi:

a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan kampung pada
tahun berjalan;

b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek
belanja; dan

¢. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan
Silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
Petinggi dapat mendahului perubahan APBK dengan melakukan perubahan
Peraturan Kampung tentang Penjabaran APBK dan memberitahukannva
kepada BPK.

Pasal 7
Peraturan kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan

Kampung ini dalam Lembaran Kampung....... (Nama Kampung)

Ditetapkan di ......ccccvvviiennn. pada
tEanEee] e

PETINGGI ..(Nama Kampung)
tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS KAMPUNG ... (Nama Kampung),
tanda tangan

NAMA

LEMBARAN KAMPUNG ... (Nama Kampung) TAHUN ... NOMOR ...



C.2. Format APB Kampung

LAMPIRAN

PERATURAN KAMPUNG
NOMOR. v TAHUN s
TENTANCG

ANGUARAN PENDAFPATAN KAMFPUNG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

mPUHG PEMERIMAH mP“HGflllll igERaEd

Contoh:

TAHUN ANGGARAN.............

KODE REKENING

URAIAN

ANGOGARAN
Ep.

SUMBER
DANA

1 2

2

<

3

a bi cC

=

PENDAPATAN

PAKampung

Transfer

£lele el

Pendapatan lain-lain

JUMLAH PENDAPATAN

oA

HELANJA

Penyelenggaraan Pemeriniahan
Kampung

Penvelengearaan Belanja Penghasilan
Tetap, Tunjangan dan Operasional
Pemerintahan Kampung

Penvediaan Penghasilan Tetap dan
Tunjangan Petinggi

Belanja Pegawali

Administrasi Kependudulan,
Pencatatan Sipil, Statistik dan

Pelayanan adminisirasi omum  dan
kependudukan [Surat
Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu
Keluarga, dil}

Belanja Barang dan Jasa

Pelaksanaan Pembangunan Kampung

Pendidilean

b b | ==

Pembangunan f Rehabilitasi/ Peninglat
an Sarana Prasaraina

Perpustalkaan / Taman Bacaan
Kampung/Sanggar Belajar




%]
—
=
gt
2]
|
(8]

Belanja Modal

5 Penangpulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan
Mloe ozl

o 1 Penanooulangan Bencana

5 1 =) 4 |Belanja Tak Terduga

5 1 Keadaan Darurat

5 i 5 4 |Belanja Tak Terduga

ds

JUMEAH BELANJA
SURPLUS /(DEFISIT)

6 PEMBIAYAAN
1] 1 |Penerirnaan Pombiayaan
(&} 2 NPengeluaran Pembiavaan

SELISIH FEMBIAYAAN

Kelerangan Care Pengisian

Kolom 1 ; diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:
a. Didang;

b. sub bidang; dan

c. kegiatan

Kolom 2 1 diisi berdasarkan klasifikasi ckonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan:
— Bagian pendapatan diisi;
i pendapatan; dan
b. kelompok pendapatan,
- Bagian Belanja diisi:
a. Belanja; dan
b jenis belanja {disesuaikan dengan jenis kegiatan|
—  Bagian Pembiavaan diisi:
a. Pembiayaan;
b. Kelompok pembiayaan,
Kolom 3 1 diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (nomenklatur dan kode rekening
lihat lampiran A Pecbup ini)
Kolom 4 1 diisi dengan jumlah anggaran vang ditelaplan
Kolom 5 v diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dang vang digunakan dalan kegiatan
toolom 1.¢) terkait



[.1. Format Rancangan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kampung

Menmnimbang :

Mengingat

Menetapkan :

PETINGGI ...... (Nama Kampung)
KABUPATEN/KOTA........ ([Nama Kabupaten,/Kola)

PERATURAN PETINGGI... (Nama Kampung)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KAMPUNG TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGL.. (Nama Kampung),

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Kampung
Nomor.,...... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kampung Tahun Anggaran ... ., maka perlu menvusun Peraturan
Petinggl  tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kampung.....[Nams Kampung) Tahun Anggaran ...

Rovciugey
ALy :

B ]
3. ..udan seterasnya;

MEMUTUSEKAN:

PERATURAN PETINGG] TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG.... TAHUN ANGGARAN

Pasgal 1
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun
Anggaran ...... terdiri dari:
1. Pendapatan Kampung

a. Pendapatan Asli Kampung R
b. Transler 4 o RO
t. Lain-lain Pendapatan yvang sah 1 R

Jumlah Pendapatan BB vk

2, Belanja Kampung
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung Rp........oooi

by, Bidang Pembangunan B i
¢. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan R camiean
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | o R e o

¢. Bidang Penanggulangan DBencana, Daruratdan Mendesak
Kampung 125 o JR



Jumlah Belanja | 51 § PP

Surplus/ (Defisit) b i
3. Pembiayaan Kampung
4. Penerimaan Pembiayaan £ .
b. Pengeluaran Pembiayvaan B sy
Selisih Pembiayaan (a—b) 2y 4 PR SRR
Pasal 2

Uraian lebih lanjul Pemjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran vang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Petinggi ini

Pasal 3
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kampung vang
ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam
Dokumen Pelaksanasn Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala
Urusan dan Kepala Scksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4
Peraturan Petinggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan

Peraturan Petinggi ini dengan penempalannya dalam Berita Kampung
ieeemes (Nama Kampung)

Ditetapkan di ......oeiiiinan,
pada tanggal ...
PETINGG] [Nama Kampung)
tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS KAMPUNG ... (Nama Kampung),

tanda tangan

MNAMA

BERITA KAMPUNG ... (Nama Kampung) TAHUN ... NOMOR ...



[3.2. Format Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung

LAMPIEAN

PERATURAN PETINGGL. ...
NOMORLGTAHYN. L
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA KAMPUNG

FORMAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KAMPUNG PEMERINTAH KAMPUNG..............
TAHUN ANGGARAN.....c.c00em

Contoh

KELJARAN/OUTPUT | ANGGARAN
VOLUME | SATUIAN

KODE REKENING LIRALAN

SUMEBER
DANA

7

L 2 3 4 B (3
alb P B jlc]ld

L)
o
o

PENDAPATAN

1 FAK

| 1 Hasil nsaha

111 ]-. |=0Obyek Pendapatan=>

Transivr

2 1 Dana Kampung

3 Pendapatan lain-lgin

2] =] ]| =] &le|e]e
(%)

311 Penerimaan dari Hasil
Kerjasama
Antar Kampung

4 13 |1 ].. |=0byek Pendapatan=

s, ..

JUMLAH PENDAPATAN

3 BELANIA

1 Penvelenggaraan
Pemerinlabian
Kampung

1 1 Penyelengearanan Belanja
Penghasilan Tetap,
Tunjangan dan
Dperasional
Pemerintahan Kampung

L] I oL Penyediaan Penghasilan
Tetap dan
Tunjangan Petinggi

i 1 jO1}5 1 Belanja Pegawai

L1015 fi]1 Penghasilan Tetap &
Tunjangan
Petinggi

s
L=
o
=

=Rincian Obyek Belanja=

113 Administrasi
Kependudulan,
Pencatatan Sipil,
Statistik dan
Kearsipan




3101 Pelayvanan administrasi
umum dan
kependudukan (Surat
Pengantar,/ Pelavanan
KTP, Kartu Keluarga,
dli)

3jo1j]2 )2 Belanja Barang dan Jasa

3fjo1l212 |2 Belanja Jasa Honorarium

=Rincian Obyek Belanja=

Pelaksanaan
Pembangunan Kampung

1 Pendidiksn

1105 Pembangunan/Rehabilit
msi)/ Penin ghatan Sarana
Prasarata
Perpustakaan/Taman
Bacaan
Kampung/Sanggar
Delajar

b2

1055 )3 Belanja Modal

L5155 |3 |4 Belanjs Maodal Gedung
dan

li0o45 13 14 =Rincian Obvil Buelanias

Penanggulangan
Broneana, Keadaan
Darurat dan Mendesak

1 Penanggulangan Bencana

1 |00 Penanggulangan Bencana

48] Belanja Tak Terduga

00

< jen
Ny

0o Belanja Tak Terduga

= Ll

00

o

00 00 |Belanja Tak Terduga

LIUMIAH DBELANIA

SURPLUS ADEFISIT)

PELMEIAYAAN

Penerimaan Pembiavaai

1 SiLPA Tahun Sebellimny:

SILLA Tahug Schelumayg

Pengeluaran Pembigyaan

Pemmbentukan Dana

-

kel kR
ho i =i =
-
=

[ ]
B

Pembentukan Dana

s

SELISTH PEMBIAYAAN

o

ceveeee-. Petinggi,

Keterangan Cara Pengisian:

kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:

a. hidang:

b. sub bidang,

dan ¢. kegiatan

Kolom 2 : Kode rekening diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan,
Belanja dan Pembiayvaan:

- DBagian pendapatan diisi:

a. Pendapatan:

b. kelompok pendapatan:

C. jenis pendapeatan; dan

d. obyek pendapatan




- Bagian Belanja diisi;

a. belanja;

b. jenis belanja (discsuaikan dengan jenis kegiatan);
. obyek belanja: dan

1. rincian obvek belanja.

- Bagian Pembiayaan diisi:

e, pembiayaan;

b kelompok pembiayasn; dan

C. jenis pembiayaan

-

Kolom 3 : Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A Perbup inil

Kolom 4 : Volumne diisi dengan veolume (jumlah) autput kegiatan (Kolom 1.¢) dan volume
{(jumlah] input pada rincian obyck belanja (Kolom 2.d)

Kolom 5 : Satuan diisi dengan satuan output (pakct, unit, km, [la) kegiatan dan satuan
{pakei, unit] input pada rincian obyek belanja

Kolom & : Anggaran diisi dengan jumlah anggaran vang ditetapkan

Kolom 7 : Sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yvang digunakan dalam kegiatan (kolom
l.c) terkait



E.1. Forinat Peraturan Kampung tentang Perubahan Anggaran Pendapalan dan Belanja

kampung
PETINGGI ..... {(Nama Kampung)
KABUPATEN........ [Nama Kabupaten|
PERATURAN KAMPUNG. ., (Nama Kampung)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
EAMPUNG TAHUN ANGGARAN ...
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PETINGGI (Nama Kampung),
Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yvang tidak sesuai dengan

rencana  anggaran  vang ftelah  dilctapkan dalam  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kampung, karena adanva perubahan
pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran.....

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
hurutl a, perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB Kampung) Tahun
Anggaran ....;

Mengingat R (e t
e i
3. _....dan seteTusnya;

lengan Kesepakatan Bersama
BADAN PEEMUSYAWARATAN KAMPUNG ... (Nama Kampung)
dan
PETINGGI ... (Nama Kampung)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BDELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN

Pasail 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran
wensemula berjumlah Rpo- [, ), bertambah/berkurang
secjumlah Rp....... 5= fursieennss) sehingga menjadi  RPuricons laae)

dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kampung
a. semula BPscraaiaimig
b. bertambah/(berkurang) 2 7 P I P e T
Jumlah pendapatan sefelah perubahan 351




2. Belanja Kampung

a. semula

b. bertambah /(berkurang)

Jumlah belanja setelah perubahan |5 - A
Surplus/(Dcfisit) sctelah perubahan | 70 ;T —

3. Pembiayaan Kampung
3. 1. Penerimaan Pembiayaan
a. Semula B iciiamrsini e b
Bertambah/{berkurang) Bp.........
Jumlah penerimaan setelah perubahan Bpo...ooeeo.
3.2. Pengeluaran Pembiayaan
a, Semula £ ST B
bh. Bertambah/ (berkurang) 24 SRR

Selisih Pembiayaan setelah perubahan{a - b ) Rp.....rveivnininnnn.

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Perubshan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
vang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kampung ini,

Pasal 3
Petinggi menclapkan Peraluran Pebdnggl  tentang  Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagai
landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBKampung.

Pasal 4

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kampung ini dalam Lembaran Kampung... {nama
Kampung).

Ditetapkan di

.................... pada tanggal

PETINGGI (Nama Kampung)

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SERKRETARIS KAMPUNG ... (Nama Kampung),
tanda tangan

NAMA

LEMBARAN KAMPUNG ... (Nama Kampung) TAHUN ... NOMOR ...



[.2. Format Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
PEMEmm-ﬁH mﬂmﬂlllllllli A EE R

TAHUN ANGGARAN.............
ggi?r?mwa SIEMULA MENJADI [BERTAMBAH, [SUMBER
URAIAN | ANGOARAN | URAIAN | ANGGARAN [BEREURANG) IDANA
(Elp.] {Ip.)
] 2 3 * 5 6 7 8
al bl cl al b
: 201..

Pelimgpt, oo,

Cara pengisian:

kolom 1 : diisi dengan kede rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan
Kolom 2 @ diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasii ekonomi
Kolom 4 @ diisi dengan seluruh uraisn scbelum perubahan

Kolom 4 @ diisi dengan anggaran schelum perubahan

Kolom 5 diisi dengan selursh uraian setelah perubahan

Kolom 6 : diisi dengan anggaran selelah perubshan

Kolom 7 : diisi dengan besaran jutnlah angegaran vang berubah

Kolom & : diisi dengan sumber dana




G.1. Format Peraturan Kampung tentang Peraturan Petinggi tentang
Penjabaran Perubahan APB Kampung.

PETINGGI ..... (Nama Kampung}
EABUPATEN/KOTA........ (Nama Kabupaten / Kota)

PERATURAN PETINGGIL... ([Nama Kampung)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Menimbang

Mengingat

KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN .....ooviiiniinnannn

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI... (Nama Kampung),

: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Kampung Nomor.,...... Tahun ...... tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran ... )
maka perlu menvusun Peraturan Petinggi tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kampung.....(Nama Kampung) Tahun Anggaran ...... .

-
3. .....dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PETINGGI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG.... (Nama
Kampung) TAHUN ANGGARAN .....

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran
...semula berjumlah Rp....... - G I
bertambah /berkurang sejumlah Rp....... ,- bicoincin ) sehingga
menjadi Rp.......... s leeeren....) dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Kampung
1.1. Pendapatan Asli Kampung

a. Semula Bp.i

b. Bertambah/(berkurang) W s

Jumlah PAK setelah perubahan B Ll s




1.2 Transfer

a. Semula Bl ey sn sivmmiinssins
b. Bertambah /{berkurang) R s
Jumlah pendapatan transfer setelah

Perubahan 1 ¢ (A

1.3, Lain-lain Pendapatan vang sah

a. Semula Rp.oieiiiiiiinnns
b. Bertambah /(berkurang) T,
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah

setelah perubahan 24 1

Jumlah Pendapatan setelah perubahan  Rp..... - ______

2. Belanja Kampung
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung
a. Semula Bl
b. Bertambah /(berkurang) |4 o MO
Jumlah setelah perubahan  Rp..................
2.2. Bidang Pembangunan
a. Semula Rpooiiiiannen.
b. Bertambah / (berkurang) L o T AT
Jumlah setelah perubahan Rp................
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyvarakatan
a. Semula 4 o
b. Bertambah /(berkurang) P SO CP U P
Jumlah setelah perubahan Rp.............__ .
2.4. Bidang Pemberdavaan Masyarakat
a. Semula | 5 DRy
b. Bertambah / (berkurang) [0 s DO
Jumlah setelah perubahan Ep..................
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat, dan MenKampungk

Kampung
a. Semula Rosnaem
b. Bertambah /(berkurang) 1
Jumlah setelah perubahan Rp...... R
Jumlah Belanja setelah perubahan B niaius
Surplus/(Defisit) setelah perubahan odr —

3. Pembiayaan Kampung
3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula B vesimni s
b. Bertambah/(berkurang) - TR AT
Jumlah setelah perubahan 4 o JUSR—

3.2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Semula Bpaassanas
b. Bertambah /{berkurang) Rp...
Jumlah setelah perubahan BP.cconisuasinivine

Selisih Pembiayvaan setelah perubahan R ssssiman

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Petinggi ini.



Pasal 3
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Kampung yang
ditetapkan
dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh
Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4
Peraturan Petinggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan

pengundangan Peraturan Petinggi ini dengan penempatannya
dalam Berita Kampung .. (Nama Kampung)

Ditetapkan di ..........cceevveen.
pada tanggal ....... NPE——

PETINGGI ([Nama Kampung)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...

pada tanggal .

SEKRETARIS KAMPUNG ... (Nama Kampung],

tanda tangan

NAMA

BERITA KAMPUNG ... (Nama Kampung) TAHUN ... NOMOR ...



G.2. Format Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapat dan Belanja Kampung

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KAMPUNG PEMERINTAH KAMPUNG..............
TAHUN ANGGARAN.........cons

LAMFPIRAN PERATURAN
KAMPUNCG NOMOR.._...
TAHUN.. ... TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN

Cara pengisian:

Kelom 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan

Kolom 2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasii ekonomi

Kolom 3 : diisi dengan seluruh uraian, keluaran/output, dan anggaran sebelum perubahan
Kolom 4 : diisi dengan seluruh uraian, keluaran/output setelah perubahan
Kolom 5 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah

Kolom 6 : diisi dengan sumber dana
H. Format DPA

H.1. Format Rencana Kegiatan dan Anggaran

SEMIILA MENJATT ,
o - : i BERTAMBAH/| SUMBER
KODE REKENING ER KELUARAN/OUTPUT[ANGGARAN| URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | ANGGARAN | ppovipanc)|  bDana
VOLUME [saruan]  IRp) VOLUME | SATUAN {Rp)
1 2 3 4 5 6
al b eJalbleld
; PRHOEE . i




KAMPUNG
KABUPATEN
PROAVIMNEST

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN | i

KODE REKENING

LBEAIAN

L

Penyelenggaraen
Pemerintahan Kampung

Penyelenggaraan Belanja
Fenghastlan Tetap, Tunjangan
dan Operasional
Femerintahan RKampung

FPenvediaan Penghasilan Tetap
dan Tunjengan Petingsl

Belanja Pegawai

Fenghasilan Terap 8
Tunjangan Petingg

=Rincian Ohyelr Belanja=
Administrasi Kependudukan,
Poneatatan-Bipil, Staviatik dan
Kearsipan

Pelayanan administrasi
umun dan kependudukan
(Surat Pengantar/Prlavanan
KTF, Kartu Keluarga, dil)

BEelanja Barang dan Jaza

Belanja Jasa Honoratium
=Rincian Obvek Belanja>

ANGGARAN

Jumlah
IRm
4

Bumne

5

Jan

Feh

Mar

Apr

Wel

RENCANA PLNARIKAN ANOGGARAN (Ep)

Ju

Ju

hg

Bep

(84

2..-._..5

Nes

JUMLAI
IRg)

T




)
el
wth o
o
%)

-
A e R
]
w
&

Pelaksanaan Pembangunan
Kampuing

Petdidiloan
Fembangunan/Rchabilitasi/
Peningkatan Sarana
Prasarata
Perpustakeann [ Taman Bacaan
Kampung/Sanggar

Belanja Modal

Belanja Mudal Gedung dan
=Rincian Ohvel: Belanjas

Penanggulangan Bencana,
Peranggulangan Boncana

dst
Diverifikasi oleh; Kaur/Kasi .. e werenns
Disetujui oleh;
Petinggi,
Cara Pengisian:
Kelurm 1,2 3, 4 dan 5 ¢ diiai sebagaitmane vang tercantum dalam Penjabaran AFB HKampung sesusi tugas vang dilaksanakan coleh masing-masing Kaur/#asi Felaksana Kegiatan Anpggaran
Kolem 6 ¢ diisi rencana penariken anggaran untuk pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran vang digjukan kepada Kaur

Keuangan dalam setiap periodefbulen dalam baris jeris, objel, dan rincian objek belanja

Kolom 7 : diisi rencana jumlah penarikan anggaran untuk masing-masing kegiatan



H. 3. Format Benssaa _..hm._..m# _..F.m_n._.un_ ../..:n_._n:_.ﬁ

EAMPLING

KECAMATAN

EASUFATEN

PROVINE]

RENCANA EERJA HEGIATAN KEAMPUNG* TAHUN - .

Bidang/ Sub Bidang, Keglatan
Hn Lokam

Bidang Bub Bidasw

Kegmtan

Yolume

Sarsn

Biays (Fpl

SEATA

Wakiu Pelaksanaan

dumlat

[T R

Porarmmoian

Mzram

bula

Zelesai

it
ATLERAran

Tirm v ang
melakesrmaka
pialan

] ]

1 2 3 Bl o> (r]

-1

14

11

12

18

=)

Beriypeleryimian
1 2emerintahaa
SAMPUTE

Ilnimlsh Par :.n_.?_.._w H

Pembangunan
Eam puangg

L lumlah Par Badang &

Fembinaan
Kemnasvaraleatan

damiah Per bhdang 3

Pemberd nynan
My aralat

-]

Jumilah Per m.mnn:.l.m. 3

_.\:h_.n_...ﬂ
Penangnilangan
- |Beueana,
Keadaan Darurat,
leun
MenEampungk

Perngg:,

Heterag

r _.:u..._stwmw.w: clopfumen perencansan vang distaun sast penyusungn FEF Eampunp

.._..n.p...m_w.;.

Fukinbuis Hairape g




1. Format IDDPA

H.3. Format Rencana Anggaran Biava (RAB)

Bidang
Sub Bidang
Kegiatan

Waktu Pelaksanaan
Rincian Pendanaan

RENCANA ANGGARAN BIAYA
BAMPLUNG, .o it

................................

KECAMATAN. __.._................ TAHUN
ANGGARAN.............

W, URAIAN VOLUME | HARGA SATUAN JUMLAILL
(Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5
JUMLAH (Rp.)
Bigeiaial, 0909090 Y e e
Petinggi Kaur/Kasi.......ooooeveeinn,
B [t LR o e e |

Cara pengisian ¢

I.

Bidang diisi dengan nomenklatur bidang dan kode rekening sesuai
dengan APB Kampung

sesual APB Kampung

APR Kampung

. kolom 1 diisi dengan nomor urut
. kolom 2 : diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegialan.
. kolom 3 ; diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.

- kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk

membayar orang /barang
kolom 5 : diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4

. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur Sub Bidang dan kode rekening

- Kegialan diisi dengan nomenklatur kegiatan dan kode rekening sesuai



IEIpIPES

dumdurey
UFUNSUB]IIE | UBSWSEYE]a 4

<elle|a Fado) veias

TG TR BaE & .n.ﬁ._._”n_ [=61

e LUEp Busey BluEag

fp ey
TR f 20 meege e ] S e,
pamgl meMnpnpadag

WP WO TERIETIIIpe ke, | t e It
e ey
wep gneneg iy tejreate
{ ‘wsnpaonsday ERns T py £ I

=elr=1af Faigo eI s

18 unag

maBrrslum |, wp s g wepeegdusg

et o

FRuna § mEdtEm ],
uep dele ] UEITEREUS ] TERTREATTA]

it |t

Frmdomay

UBLEIULMES ] TEuoTEa1adn

rzp ueBuelun | ‘dela | uenesyEoag
wlefeg e uaainag

Funcluey
LRI LA ] e i akuay

L B L 9 g t £ (i I
{d3) sad| don| w0 deg| Wy| mpe| unp| rep| dv| sep| gad| vep| daAWns| @) dudnns| Wy
HY TN HY'IMNNE NVIVIN DINTNAHA 300
HY TN Y] NVAVOONY NYHRIY NI ¥RV O NES NVEVOONY [AYCNEN NYVAYDOINY VIOES

ISNLAONd
SNHINSTTEHNM
S MV IV YO0
B 1 e

B e L 2 L 23 3., 4 E..-.M-H.t.-..—....

RVHVHOETd NVIEVOONY NVO NVIVIOEHE YHNVONTY

uBEgNIS] UEIEfiuy Wep uEjEiioy BuUsImay 1]

Weldl] deiliog °f




semtrsssseen s popy ey

“rAET A
‘mitaATa

“Hundurey sLelanfeg
Ao ISEHLLISAL]

eanpIal Hel Eluepg|oofoo| £ | 6 (o0] L | S
EAnpaa,), g, whuepg gol+ s foof 1.
wEnpIa ], He|, eluEgag +1cloo)l1]c
BUEAUAE] UWSTe RS Ta,] +lsloo]1]s
TIMEIUA reStme naa e ] 115

WED FEINIE(] UREpEIY
‘wuesuay ueirematomenag

u

<eluppg wadqo memmyg=l L+ | o] o leal 1] 1

P Bunpaty [epupy el FlEJS|SO) T | &
Epoly elineiag glejfjsoltr| e

TEEIEg TTETIe ],
JuwarEsTwliag BrrenEs Ly
BTG e d U]
JIEE g Ry oy S uenn fusg L g cof 1| '




udgneun, ], ey degag)
weseysua,] eRTpadiag

reuorseIadn

TR Wedue[un g,

‘dwia] epsE e
eluelag usere@Busodiung

UBLRLLIANR
L BHR A aALa]

YINYIHE

NYLVIVONES FIWTIOC

T

zumjedepUad Aarq0=] "

WEYL] URduap Sundurey
eureselay
15| MER UEBLILIFIA]

UTe[-ure] weiedepia]

HUNOUWEN BUE(]

JajEuRI],

=UERdepuad HIag>

BURET [[REH

T AUNOIEN Vo

b Dl Rl Ao (av'h Lorl (o

NVLVAIVONH

Ll ed B b B B £ ol B

-]

F

£

{ctay)
HY TN

saq | doy | 10 [des [Taswv T mp

_ g §oew | oady Jew | gag | uep

CO) NVEVTEDONAD A NVVINRIAN L

(d1)
NYEVDDNY

NVIV

DNINTMHY HOOM

.................................................... NVEVOONY NNHVL

DINOdWYH BV NVAYDONY YNYINHA

Aundurey g8y

ISNIAOMS
NELINVANTYH
NY.LY WY D

FONNTINVE

UBIERSUY BUBEDI] TEIu]




VINVTIE HVTAAP

1sp

ednpia ), ye, eluefag

0o

L}

00

vanpIa], HE ], eliei=e

00

()

BEonpLa], yBL vleEg

1)

BUEoUa] UEIUE[BoUEUa.]

cd B B8 B

s

00

BUEIUM URAURNEATeNa]

——l ===

DU uogus

AUy Uy
UHP TRIND2] TEepesy]
‘BUBMIAE] TTERIIR[NEE TR

L]

<uellepag ¥aiq) Uerm -

S

BT ATTa
Uep Junpany |epoy elreiog

[epopy elumeg

W

1eleog

defdues fHundwey useoeyg
uewe] fureyesndiag
EUBIESE]

VUBRINE TIRyeHd WD
S1eepIgeoa] S eon S e J

S0

UENTPTPUS]

e

Funduney
urunSuBgues ] UCBLUEENE[D]

<ulUnsg] Haiqq) uniouTys>

mnuRIousl ese vlimpeg

™

L0

esE* Uep dunerey eluejag

™

14

P “edremiay niiey

‘AIM URieAs[ad fmeueduag
yemg)

uENnpnpuadasy wep I
Isnlsuwpe ucuedea |

10}

uedsiEay] UBD USHHG
g vejereouag
‘teynpnpuadayg

IS BRI IRY

e

-1

<RIURE YIAr) AL =

10

uwERim
@) dr1a], IRISHIIRIN]

10

TEMEED] elueag

L0




RN
‘il astragyg

.................... e ey
A e A B T R et e s _mﬂ_-_...._.n.._.ﬁv“_ LI ALY
e IR HE AL

UBpP UBBUILIAU] ISI25

Lreren|aduadd [elu], yepune

UBBUILIIUD] [E10.] Yejum e

N¥VAVIHWNH] [TISTTHS

1=p

ueduepe]
BIIE(] eI U, | M dAc|o

uaEuepe)
BUB(] UENuaqmad I

™
o

ueedeqa] uerenjatuag

BAUUM 2GS UNYRL Y [1s i 1

—~ = ™
W

BALLIN[2G2E UNYE] VJITIS 1

UBBAB S TBEIIISUA ] o

NYVAVIHINH 9

LLISIHEA/ 811dNS




wiz)l Busenl-FurssEil werensEuad uep veviulsuad el sgp o g UIO[oY
uredsiquwad uersenjEuad urp URBIaULad BUBIUDL 18052 ISP Ueielgus,) -
Fundwey miemnede euolselado wedmelun] vluaag yrium ‘del) uenssqefuad usrenjadusd
BUENIAI Mdnell ueredduy uejeidoy] euesye[a] 1s2y/1Iney Yoo ueqnlep fued yJO UeNIEsepIaq URETHEUa BuUenidl ensas snp efiepyg -
iEM ISEWss Undmen TmIsal [S8ULIofUl [Tep Teselaq Fusd Yreg Uejedepuad teenianad niyes BUeOLS] [B1SI8 ISOD meedepiiad -
wedusp =ip g WOy
Fundwey) gy veseqelus] meduap eneas WP ! 40 T T Wwoley
rumsiduad B



K. Format Buku Pembantu Kegiatan
K.1l. Buku Kas Pembaniu Kegiatan

BUEKL KAS PEMBANTU KEGIATAN
EAMPUNG.....coo v
EECAMATAN ... ccoiniiiiians

TAHUN ANGGARAN ..cciervemvrmrmsssssesssiinseersos

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan nemor urut.

Kolom 2 : diisi dengan tangeal transaks:

Kalom 3 « diisi densan nomor buktl transaksi.

Kolom 4 : diisi dengan uraian transaksi,

Kolom 5

s diisi dengan jumlah rupiah yang dilerima dari kas Kampung,

Kolom & : diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa,
Kolom 9 : diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal,
Kalom 10 : diisi dengan jumlah rupiah vang dikembalikan ke Kas Kampung.
Kolom 11 : diisi dengan jumlah saldo kaz dalam rupiah.

No.| Tanggal [Nomor Uraian Fenerimaan Fengeluaran (Ep) Pengembal | Salde Kas
Bulkti dari Kas ian ke Kas [Rp.)
{Bp) Belania Belanja | Kampung
Barang Modal ip)
dan Jasa
1 b ;| 4 5 6 7 & 9
Pindahan Jumlah
darn halaman
sebelumnya
Jumlah
Total Penerimaan Total Pengeluaran
Total Pengeluaran + Baldo Kas
fiis |




K. Format Buku Pembantu Kegiatan
K.2 Buku Pembantu Kegiatan Pencrimaan Swadaya Masyarakat

BUKU PEMBANTU KEGIATAN PENERIMAAN SWADAYA

MABYARAKAT KAMPUNG...................

KECAMATAN. ..o
AR ANGTARAN . oo mvviimnmibsss st s e i caiaics
Nama Kegiatan :
No.|. Tangeal.........1. Nomor Uraian Penerimaan Nomor Bukti|Saldo Kas |
Bukti Uang Barang/ Setor ke Kas| (Rp.)
(Rp) Tenaga Kampun
(Volume) &
1 2 3 4 a 4} i 2
Pindahan
Juralah dari
sebelumnya
Jumlah
Total
2 Kﬂ'l_l]’l,rhaﬂ]
fis 1)

Cara pengisian:

: diigi dengan nomor urut.

: diisi dengan tanggal transaksi.

: diisi dengan nomor bukti rransaksi.
: diisi nama/sumber pemberi bantusn dan jenis bantuan.
: diisi dengan jumlah uang yang berikan,

: diisi dengan volume jenis barang/tenaga.
: diisi dengan nomer bukti setor/pemberitahuan kepada Bendahara.
: diisi dengan jumlah rupiah sebagai saldo yang harus dikembalikan ke Kas

Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 3
Kolom &
Kolom 7

Kolom 8§
Kampung.




L. Format Laporan Perkembangan Pclaksanaan Kegiatan dan Anggaran

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KREGIATAN DAN ANGGARAN

20 o B SO . 1 11 1 1 [ SPRRN
KAMPUNG
KECAMATAN
KABUPATEN
FROVINSI
OUTPUT UMEER DANA
) Rencana Fealisasi Sampai Saat ini | Da | Alok | Lai [Benwa
KODE ! :
REKENING HRALHN i Bl gt
Volume | SafAngear| Volume |Satuan) Angear | Capai| Ke |Dana| Lai | Lai
5] an an art | mp | Kam | n L2
1 2 3 4 3 [8] Fi A 0 10 11 12 13 14
| bl el al b] cf d
Kaur /Kasi
baovoprie g o i it i

Cara Pengisian:
Holom 1 dan 2 : diisi dengsm Kode Rekening

Kolom 3 ¢ diisi dengan Didang, Sub Didang dan Jenls Kegiatan sebagaimana vang tercantam
dalam penjabaran APB Kampung

kolom 4 + diisi volume kegiatan vang direncanalkan

Kaolom 5 ¢ diisi satian volume:

Jjembatan { bangunan /harang atau yvang sejenis = unit
- jalan)irigasi/ drainase aian yang sejenis= M
- kegiatan non fisik - paket

Kolom & : diisi jumlah anggaran vang direncanakan

Kolom 7 ¢ chisi volume kegiatan vang terealisasi sampai dengan saar ind

Kolom & v cliisl satuan volume yang terealisasi sampai dengan saat inl

Kolom 9 ¢ diisl dengan jumlah dana vang digunakan

Kelom 10 : diisi dengan prosenlase capaian kegiatan dan anggaran yang digunakan
Kolom 11 ¢ diisi dengan pengguinaan dana dari Dana Kampung DY

Kolom 12 ¢ diisi dengan penggunaan dens dar Alokssi Dana Kampurng (A1)
Kolom 13 : diisi dengan pengrunaan dana dari sumber lain selain DD dan ADD

Kolom 14 ¢ ditsi dengan pengguanaan bantuan yvang tidale beripa vang




M. 1. Format Surat Permintaan Pembavaran

Bidang
Sub Bidang
Kegiatan

Wakiu E’Cldkﬁd.l‘laan

KECAMATAN ....._.......
TAHUN ANGGARAN _...............

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP)
KAMPUNG .......coc.e,

NO URAIAN PAGL FENCAIRAN | FEEMINTAA JUMLAH SISA DANA
ANGOrARAN 5.D.YG M SAMPAIL SAAT
LALLI SEKARANG INI
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.|
il 2 ) & 5 & T
LIUMLAH
-
Telah dilakukan verifilasi

Sckretaris Kampung, Kaur/Kasi................
s ittt ] e R i s ]

Disetujui untuk dibayarkan
Petinggai,

Cara pengisian:

1. Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Kampung.

=ub Bidang diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Kampung
Kegiatan diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Kampung.

1 : dengan nomor urut.

2 : diisi dengan rincian penggunaan dana sesual rencana kegiatan.

3 @ diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.

2

3

4. Kolom
2. Kolom
6. Kolom
T. Kolom
#. Kolom
0. Kolom

4 : diisi dengan rincian jumbah anggaran yvang telah dibavar sebelumnya.

5 : diisi dengan rincian vang dimintakan untuk dihﬂ.}ﬂl

6 : diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.

10. Kolom 7 : diisi dengan sisa anggaran.

Dibavar Lunas
Kaur Keuangan,




M.2, Format Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAR BELANJA

KAMPUNG i KBECAMETAN i sesesessssssnns
TAHUN ANGGARAN .......coo.0e.
Bidang e R s T
Sub Bidang  ..eciciececcenrinsenn e
Kegiatan
NO. PENERIMA URAIAN JUMLAH (Rp.)
1 2 3 4

JUMLAH (Ep.)

]

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja fersebut diatas sebagai terlampir, untuk
kelengkapan
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kaur/Kasi....cccviiiniinnii:

Cara pengisiarn:

1.
Z
3.
4,

® N

Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Kampung.

Sub Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Kampung.
Kegiatan diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesual APR Kampung.
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.

Kolom 2 : diisi dengan pencrima pembayaran yang ada di bukti belanija.

Kolom 3 ; diisi dengan uraian keperluan belanja.

kolom 4 : diisi dengan jumlah belanja.

baris jumlah diisi jumlah keseluruhan.




N. Fornnal Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan

Kegiatan dan Anggaran

LAPORAN AKHIR REALIEASI PELAKSANAAN HEGIATAN DAN ANGGARAN

Bulan : covieinns R R s TahUN ! covinininererrninia
KAMPUNG
KECAMATAN
KABLUPATEN
PROVINSI
KODE LUEAIAN OQUTFUT SUMBER IDANA
REKENIKG
Rencana Realizam Dana Alokasi Lain- | Bentulk
Kam Dana Lain (Hp}| Lain
Volume | Satuan | Anggaran Vohame Satuan | Anggaran | Capaian | pung |Kampung
(Rp) (Rp) (%) (Rp) [Rp)
1 2 3 4 5 £ i & 0 10} 11 132 13 14
alblelalb]lc]d
Jite S R I SIS N S ————"i———"———— ——
Kaur/Kasi
Ttd

Cara Pengisian :
Kolom | dan 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5

diisi denpgan Kade Hekening
diisi dengan Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan sebagaimana vang tercantum dalam penjabaran AlI'H Kampung
diisi volume kegiatan vang direncanakan
diisi satnan volume:

- jembaten/bangunan/barang atau vang sejenis = unit
- jalan/fingasi! drainase atau yvang ssjenis= M

Kolom 6
tercalizasi
Kolom 8
olom 9
Kolom 10
Kolom 11
Kolom 12
Kolom 13
holom 14

kegiatan non fisik - paket

diisi saluan velume yang terealisasi

diisi dengan jumlab dana yang digunakean
diisi dengan prosentase capaian kegiatan dan angparan yang digunakan
diisi detigan pengmunasn dana dari Dana Kampung
diisi detigan penggunaan dana dari Alolkagi Dana Kampung
diigi dengan penggunasn dana dari sumber lain selsin Dana Kampung dan Alokasi Dana Kampung
thiizd dengan penggunasn bantuan vang tidak berupa uang

diisi jumlah anggaran yang direncanalan Kolom 7

ditsi volume kegiatan yang




0. Format DPAL
0.1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Lanjutan

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN LANJUTAN TAHUN.. ..,
KAMPUNG
KECAMATAN @ e e
KABUPATEN -
PROVINSI

KODE REKENING URATAN ANGGARAN REALISASI LANJUTAN

Angparan Volume | Jumlah Waktu Penarikan Anggaran (Rp)
kegiatan | Anggaran | Penyelesaian

Lak
1 2 ..:wm“u,__m_ Sumber| Jumlah AEE_ % Yo Rp. hari Jan | Feb | Mar |Jumlah

Divenfikasi oleh:

Sekretaris Kampung Kaur/Kasi

Disetujui oleh: Petinggi,

Ket: Diisi untuk kegiatan yvang dilajutkan saja



', Buku Kas Umum

BUEL BEAS UMLUM

KAMPUING
TAHUN ANGGARAN i
KECAMATAK
EABLPATEN
PROVINSI :
NO |TGT KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN | PENGELUARAN | NOMOR NETTO S4LDO
L) (12p) BUKTI TRANSAKII (Raj
=)
]
Il 3 4 3 5 z 2 g
L
a |l h| e a |l b« d
JUMLAH|Rp. Ep. Eo. Ep.
.............. S R SR KR
Diverifikasi aleh: Kaur Keuangan,

sekretans Kampung,

a0 .

Disetujui oleh:
Petinggi,

Cara pengisian
Eolom |1
Eolom 2
Eolom 2

HKampung.

Kaolom 4

Hampuing

Rolom 3
Koloam &
HKolom 7
Hoom: 8
Helom 9

diisi dengan normor urut penerimaan atau pengsluaran,

diigi 195%3 tanggn] penerimaan atau pengsluaran,
diist dengan kode rekening pecerimoon dan pengsluaran  acbagaimana ferrera dalam Penjabaran AMD

diizi dengan urajan transalal penermaan atsn pengelusran sebagaimana terrera dalam penjabaran APD

diial dengan jumlah rupiah penerimaan
diigi dengsn jumlah rupizh pengeluaran
diisi dengan nomer bukti transzaksi

diisi dengan netto tranzalks

ditgl dengsn salda kas




(). Formal Buku Pembantu Kas Umum
. 1. Buku Pembantu Bank

BUKLU PEMBANTU BANK
AN i RECAMTAN coswannisniiing
TAHUN AMNGGFARAN (..

BULAN
BANK CABANG
N, HREKENING

No. TANGGAL URAIAN BUKTI PEMASUKAN (Rp) PENGELUARAN (Rp) SALDO
'TRANSAKS] | TRANSAKSI [TRANSAKSI| SETORAN | BUNGA | PENARIKAN | PAJAK | BIAYA ADM (Rp)
BANK
[ 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL TRANSAKS] BULAN INI

TOTAL TRANSAKS] KUMULATIF

Diverifikasi oleh:
Sekretaris Kampung,

[Disetujui oleh:
Petinggi,

A ]

Kaur Kcuangan,

PR ————




Cara pengisian :

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran Bank.
Kolom 2 : diusi dengan tanggal {ransaksi Bank.

Kolom 3  : diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan pengeluaran.
Kolom 4  : diisi dengan bukt transaksi.

Kolom 5  ; diisi dengan pemasukan jumlah setoran.

Kelom 6  : diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank.

Kelom 7 : diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.

Kolom 8 : diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.

Kolom 9  ; diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.

Kolom 10 : diisi dengan saldo Banik.



(). Format Buku Pembantu Kas Umum
.2. Buku Kas Pembaniu Pajak

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
ceovonns KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN ...,

EAMPUNG ...

No. | TANGGAL URAIAN PEMOTONCAN PENYETORAN SALDO
{Rp} {Rp) (Rp)
2 3 4 5
[ JUMLAH
|

Cara pengisian ;

Kolom 1

Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6

Kaur Keuangan

: diisi dengan nomor urut pencrimaan (dari pemotongan pajak) atau
pengeluaran (dari penyetoran pajak).

: diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran.

: diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas.
: diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.

: diisi dengan jumlsh rupiah pengeluaran kas.

: diisi dengan saldo buku kas bendahara.




). Format Pembantu Buku Kas Umum
2.3 Duku Pembantu Panjar

BUKU PEMBANTLU PANJAR
KAMPUNG. e

KECAMATAN. ..o TAHUN
ANGGARAN. ... oo

Cara pengisian:
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.

Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi.
Kolom 3 : diisi dengan nomor bukli Lransalksi.
Kolom 4 : diisi nama/sumber pemberi bantuan dan jenis bantuan.

Kolom 5 : diisi dengan jumlah uang yang berikan.
Kolom 6 : diisi dengan volume jenis barang/lenaga.

Kolom 7 : diisi dengan nomer bukti setor/ pemberitahuan kepada Bendahara.
Kolom 8 : diisi dengan jumlah rupiah sebagai saldo yang hars dikembalikan ke Kas

Kampung.

Mo | Tangga!| Nomor Uraian Penerima | Pemberian Pertangguing- Saldo
Bulti (Rp) jawaban Panjar (Rp)
1 2 3 4 5] 6 7 2
Kaur Keuangan
T T e |




R. Format Kumtansi

Kampung i <o Nama Kampung...=
Kabmpaten :=...Kabupaten,/Kota...»

Kantor Tanda Bulkti Pengeluaran Usang

Telah terima dari Kaur Keuangan Kampung <. Nama Kampung.,.=

Uang sebesar :Rp <. Jumlsh dalam angka...»
foodumlah dalam hurull. )
l.«Tumlah dalam hurof lanjutan...)

Sebagal pembayaran i=..aBcbutkan Tojuan Pembayaran (Kegiatan/Belanja)...... =

<......debutkkan Tujuan Pembayaran Lanjutan (Kegiatan/Delanja).....>
<..debutken Tujuan Pembayaran Lanjutan (Kegiatan/Belanga). ...

Calatan Keuangan <..Kampung...>, <..tgl, blo, th..> Yang
Memberi, Yang Menerima,

=_.Mama Pembheri,.> <,..Nama Petierima...>




8. Format Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Semester Pertama

LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
BEAMPUNG SEMESTER PERTAMA

Contoh

PEMERINTAH EAMPUNG............

KODE

REKENINCG

URATA
N

ANGGARAN
(k)

RHEALISAS]
ANGGARAN

(Fp)

SUMBER
DANA

4

]

Li]

PENDAPATAN

PAKampung

Hasil usalbie

=0byvek Pendapatans

Transfer

Dana Kampung

Pendapatan lain-lain

B EN B O H B 1 TN

Penerimaan dari Hasil

Kerjasama

A=0bvel Pendapatans

dst...

JUMLAH PENDIAPATAN

BELANJA

Pervelenggaraan
FPemerintahan
Kampung

Fenyelengoaraan Belanja
Penghasilan Tetap,
Tunjangan dan
Operasional Pemerintahan
Kampung

ol

Penvediaan Penghasilan
Tetap dan
Tunjangan Petinggi

2l

Belania [ :

01

o1 gn
ek
juny

Penghasilan Telap &
Tunjangan
Petinggi

01

=Rincian Obyek Belanja=

Administrasi
Kependudukan,
Pencatatan Sipil,
Statistik dan
Kearsipan

01

Pelayanan administrasi
umum dan kependudukan
[Burat

Pengantar /Pelavanan KTP,
Kartu Kehaarga, dll)

01

Belanja Barang dan Jasa

01

Belanja Jasa Honorariom

<Finecian Obyck Belanja=

Felaksanaan Pembangunat
Kampung




211 Pandidikan

211103 Pembangunan/Behabilitasi
fPeningk atlan Sarana
Prasarana

Perpustakaan /Taman
Bacaan Kampung/Sanggar

Helajar
21110313513 Belanja Modal
211103 53] 4 Helanja Modal Cedung dan
Hangunan
1 1 o3 5 ]3] 4 =Rincian Obyek Belanja=
5 Penanggmilangan Bencsna,

Keadaan
Darurdal dan Mendesak

5] 1 Penangeulangan Bencana
a1 |00] 5|4 Penanggulangan Bencana
21 1 |00] 514 Belarja Tak Terduga
311 |00] 5] 400 Relanja Tak Terduza
51 1 ool 5 [ 4] 0o 00]Belanja Tak Terduga
dst
JUMLAH BELANJA
SURPLUS /(DEFISIT}
8] PEMBIAYAAN
6|1 Peneritnaan Pembiayaan
6] 1] 1 SiLPA Tahun
6 ] 11 1] 1 |SLPA Tahun
6|2 Pengeluarsn Pembiavaan
6|21 Pembentukan Dana
6 12] 2] 1 [Pembentukan Dana
dsi
SELISIH PEMBIATAAN
..................... S e e iy
Petinggi, - vooiimrrininne
. ]
Cara pengisian:
Kolom | : diisi berdassrkan klasifikasi
Bidang Kegiatan:
g bidang;
b. Bub Bidang; dan
o, Kegiatan.
Kolom 2 : diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari PFendapatan, Helanja dan
Pembiavaan:
Bagian pendapalan diisi:
a. Pendapatan;
bv. kelompok pendapatan;
¢. jenis pendapatan’ dan
d. nhyek pendapatan.
* Bagian Belanja diisi:
a. belarnja;
b. jenis belanja [disesuaikan dengan jenis kegintan);
c. obyek belanja: dan
d. rincian obyck belanja.
-  Bagian Pembiayasan diis:
a. Pembiayaan;
b. Kelmmpok pembiavaan; dan
., jenis pembiayaan.
Kolom 3 : diisl uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayasn (Lihat Lampiran A Perbup ini}
Kolom 4 @ diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan
Kelom 5 ¢ diisi dengan realisasi anggaran yang digunakan
Kolom 6 1 diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana vang digunakan dalam kegiatan

(kolom 1.c} terkait



T. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Kampung

T. 1. Peraturan Kampung Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
APBK

PETINGGI ..... (Nama Kampung)
KABUPATEN MAHAKAM ULU

PERATURAN KAMPUNG... (Nama Kampung)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI............. (Nama Kampung),

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagai
wujud dari pengelolaan keuangan Kampung dilaksanakan
secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran masyarakat Kampung;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun

Anggaran ...... termuat dalam Peraturan Kampung tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran

.... yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan

pemerintahan Kampung perlu dipertanggungjawabkan

pelaksanaannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Kampung tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran

2]

Mengimgat

- ...dan seterusnya;

ol og

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG ... (Nama Kampung)
dan
PETINGGI ... (Nama Kampung)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KAMPUNG....... TAHUN ANGGARAN .....



Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun

Anggaran ...... dengan perincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Kampung Bl s
2. Belanja Kampung o
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung
b. Bidang Pembangunan Kampung
Ep...
c. Bidang Pembinaan Kemaswar&katan Kampung
Rp...
d. Bidang Pemberdayvaan Maswarakat Kampung
Rp...

e. Bidang Pecnanggulangan Bencana, Damrat dan
mendesak Kampung

By semsdinirems
Jumlah Belanja I+ L —
Surplus/ Defisit - s S R S e
3. Pembiayaan Kampung
a. Penerimaan Pembiayaan 2 TR e b.
Pengeluaran Pembiavaan Bp. coovereciiiininnns ... Selisih

Pembiayaan {2 -b) Rp.cciviiviiiiiiniienns

Pasal 2
Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Kampung
ini.yang terdiri dari;
a. Lampiran! : laporan Keuangan
b. Lampiran I : laporan Realisasi Krg[atan Periode 01
januari-31 Desember Tahun anggaran .
¢c. Lampiran Il : Daftar program sm:t.ora] prc:-gram daerah
dan program leinnya yang masuk ke kampong.

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan
bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan Kampung ini.

Pasal 4

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar sectiap orang dapat mengetahul, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kampung ini dalam Lembaran
Kampung....... (Nama Kampung).

Ditetapkan di .....oocciivieenena.
pada tangzal .........coeveeenn.

PETINGGI . [Nama Kampung)
tanda tangan

NAMA



Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS KAMPUNG ... (Nama Kampung),

tanda tangan
NAMA

LEMBARAN KAMPUNG ... (Nama Kampung) TAHUN ... NOMOR ...



T.2. Format Laporan Keuangan

LAMPIEAN 1

PERATURAN KAMPUNG

NOMOR ..., TAHUN.....

TENTANG

LAPORAN PERTANGOUNGIAWABAN
EEALISAR] APE KAMPUNG

Laporan Keuangan
Pemerintah Kampung ABC
Kecamatan KLM
Kabupaten XYZ

Tahun Anggaran 20...

Daftar Isi halaman
I Laporan Realizasi APEDes X
[ICatatan Atas Laporan Keuangan X

A. Informasi Umum
B.Dasar Penyajlan Laporan Kenangan
C_Rincian Pos Laporan Kealisasi Anggaran
1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas
Pendapatan Asli Kampung
Lana Kampung
Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah
Alokasi Dana Kampung
Hantuan Keuangan Propinsi
Bantuan Keuangan Kabupaten/lota
Pendapatan Lain lain
Belaja Bidang Penvelenggaraan pemerintah Kampung
10. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung
11. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Kampung
12, BelanjaBidang Pemberdavaan Kemasyaratan Kampung
13. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Derurat dan Menkampungk Kampung
14, Belanja Kampung dalam Klasifikasi Ekonomi
15. Belanja Kampung dalam Klasifikasi Sub Bidang [Fungsi)
16, Pernbiayaan
17. Asel Kampung
18. Penyertaan Modal Kampung
Lampiran
Lampiran 1 - Rincian Asct Tetap Kampung
Lampiran 2 -

SRPREONE G b

2 wookd ke
Mot B b b M M M MM Mo MK w

-



T.2.a Format Laporan Kealisasi APB Kampung

PEMERINTAH KAMPUNG ABC
Kecamutan K1LM
Kabupaten XYZ
TAHUN ANGGARAN 201..
Ref Angparan  Realisasi  (Lebih)’ Kurang
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Kampung c.2 AR XX XXX XX 000 XX
Pendapatan Transfer XXX MK NNX XX AKX NN
ADK c.§ XEX WX 00K WX KRA XX
Dk ¢.2 W0 KX HEK KX M KN
Bantuan Kevangan Kab. ¢.7 WO XX XKEX XX 06X XX
Bantuan Keuangan Prov. c.6 KNA XX HOE X KKK KX
Bag hasil retribusi pajak daerah c.4 XXX XX 3000 XX KX XX
Pendapatan lam-lam c.8 AN XK KX XX 000 X
JUMLAH PENDAPATAN VOO XX X008 XN
BELANJA
Bulang Penvelenggaraan Pemenmtah c.9&cls 000 XX XXX XX XXX XX
Bidang Pembangmana Kampung ¢ 10 & cl5  xoowx XXX KX XX XX
Bidang Pembmaan Masyarakat el &l xxxxx 00X XX XXX XX
Hidang Pemberdayaan Masyarakat c.12 & cl6  wxxxx XXX XX NNK XX
Bidang Penanggulangan Bencana dan c 13 &clT  xax xx NN XK 2000 XX
Keadaan darurat dan mendesak
JUMLAH BELANJA c.l4 0L KX XXX XX XXX XX
SURPLUS/DEFISIT KN XX WO MR 3000 WK
PEMBIAYAAN c.15
Penemmaan Pembiayaan 000 XX AN XK XXX XX
Fengeluaran Pembiayaan XXX XX XX XX 2000 XX
PEMBIAYAAN NETTO XEX XX XK XX 2000 XX
SILPA TAHUN BERTALAN 2000 X A00L MK NN XX

Lihat Catatan Atas Laporan Reuangan yang merupaksan baglan yang tdalk terpisahkan dari laporan kenangan




T.2.b. Furmat Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kampung ABC, Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ Tahun
Anggaran 20x1

Al Informasi Umum
Femerintah Kampung ABC merupakan Kampung di Kecamatan KLM, Kabup=zten XY/
Sesuai dengan Keputusan Bupati No. covvvcrvveniiene. Tanggal cooivniein.,, Sadl ini
kepengurusan Pemerintahan Kampung AHC
L. Petinggi : XXXXX
2. Bekretaris Kampung : YYYYY
3. Bendahara Kampung ; ZEZEZ

Kanlor Pemerintahan Kampung beralamat di ..., Kampung ARC, Kecamatan
KLM, Kabupsalen

B. Dasar Penvajian Laporan Keuangan
Lapuran Keuangan Kampung berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan
dusar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat Kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja
dicatar pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif,

C. Rincian Pos Laporan Keuangan
1. Hekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tahun anggaran 20zl 200 Mutasi
Fotongan Pajak

- Saldo Awal Periode Potongan Pajalk veg belum disetor ke Kas Negara 9. 0.4

- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan M

- Betoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan 18,04
- Salde Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara p. B, 8,4

Saldo Kas per 31 Desember 20x] HXHH

2. Pendapalan Asli Kampung
Pendapatan Asli Kampung terdiri ean;

Angzaran Realizasi ilebit)
g

a. Hasil Usaha
| b. Hasil Aset

| ¢ Smdw:a Partisipasi dan
Gotong Royong
d. Lain lain PAK yang sah

i Total

3. Dana Kampung
Dana Kampung merupakan penermaan Kampung vang diperoleh dan APBN. Jumlah
proerimann Dana Kampung sclama tahun anggaran 20x1 adalah sebagai berikut:

Anggaran Realisasi {lebih}/
b Kurang
a. Tahap 1
! b. Tahap2
~ Total

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah
Menerimaan Kampung yvang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daersh
adalah sebagai

- s ol Angparan ""‘ ‘Realisasi | (lebih)/

Kurang

n. Tahap 1 |
b. Tahap 2 SRR ik i




[ = | | s

5. Alokasi Dana Kampung (ADK)
Penerimaan Kampung vang berasal dari Alokasi Dana Kampung (ADK] adalah sebagai

beikut:
‘=__ [ =
; Anggaran ‘ Realizsasi {lebik)/
. 5 3 Kurang
a. Tahap 1 | | )
b. Tahap 2 o ' o
Total
=~ I —— e X

6. Hantuan Keuangan Propinsi

Penerimaan Kampung vang berasal dari Bantuan Kenangan Propinsi adalah sebagai
beikut:

ANEEaTan Fealisasi (lebih)f
Kurang
#. Tahap 1
b. Tahap 2
Total ' i |

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

Penerimasn Kampung yang berasal dan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ...........
adalahk

sehagai berikut @

Anggﬁran [Realisasi [le:biH] !
. | Rurang
da. Tehap 1 [
b. Tahap 2 l ]

Total ] ' ' ‘|

8. TPendapatan Lain-lain
Pendapatan lain-lain terdiri dari:

- Anggaran | Realisasi | (lebih)/
| Kurang

Penerimaan dari  hasil kerjasama antar

Kampung

Penerimaan dari hasil kerjasama Kampung
- dengan pinak ke Tiga |

Penerimaan dari bantuan perusahaan yang|
i erlukasi di Kampung |
i Hibah dan sumbangan deri pibak keliga '
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran
sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan d
kas Kampung [
Bunga bank :
Lain-lain pendapatan yang sah
i Total

9. Belanja Bidang Penyvelenggaraan Femerintahan Kampung
Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung terdiri dari :

. ' | Anggaran Realisasi {lebihi) /
i Kurang

- e

Belanja Pepgawai

Belanja Barang dan Jasa
I Belanja Modal |
R =




10. Belanja - Bidang Pembangunan Kampung

Belanja untuk Bidang Pembangunan Kempung terdiri dari:

Angparan Realisasi | (lebih)/ |
) - Kurang |
| Belanja Barang dan Jasa |
Belanja Modal . )
Total ) .
11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyaratan Kampung
'Bc_lap ja untuk Didang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung terdiri dari:
Anggaran Realisasi | (lebih)/ |
o = | Kurang |
Belanja Barang dan Jasa
| Belanja Modal i |
I_ Total |
12. Belanja - Hidang Pemberdavaan Masyarakat Kampung
Belanja untuk Bidang Perberdayaan Masyarakat Kampung terdiri dari:
B B Angzartan Realisasi {lebih)/
Kurang

Belanja Barang dan Jasa
| Belanja Modal

" Total

13. Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kampung
Selama tahun anggaran 20x1, Pemerintshan Kampung melakukan penanggulangan

bencana dan keadasn darurat sebagai berilout

Anggaran

T Total |

i4. Belanja Kampung dalam klasifikasi elkonami

Jumlah belanja dalam Klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut

| Anggarsn

Realisasi |  (lebih}/

b Kurang

Realisasi {lebih)/
Kura ng

Belanja Pegawai
Menghasilan Tetap dan
Tunjangan Petinggi
Penghasilan Telap dan
Tunjangan Perangkat Kampung |
Jaminan Kesehatan Petinggi |
dan Perangkat Kampung

Tunjangan BPK

Belanja Barang dan Jasa
Delamja Barang Perlengkapan
Kantor

Belanja Jasa Honorarium
Helanja Uperasional Aparatur
Rampung

Belanja Jasa Sewa
Belanja
Perkantoran
Belanja Pemelibaraan
Helanja Harang dan Jasa yang |
Diserahkan kepada Masyarakat |

Urperasional

Belanja Modal [
Bclanja Modal Pengadaan Tanah |

Belanja Modal Peralatan, Mesin, |
dan Alat Berat [

Helanja Modal Kendarasn




Belanja Modal Gedung dan
Bangunan
Helanja Modal Jalan
| Belanja Modal Jembatan
| Belanja Medal
Irigasi /Embung/ Air
Sungai/ Drainase
Belanja Modal
Jaringan /Instalasi
Helanja Modal lainnya

Tatal

15. Belanja Kampung dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi

1

Eidang Pcnyé]engga:aan
pemerntahan Kampung
Sub Bidang
Ponwvelenggaraan Belanjs
Penghasilan Tetap,
Tunjangan dan Operasional
Pemerintahan Kampung
Sub Bidang Sarana dan
Prasurana Pemerintahan
Kampung
Sub Bidang Administrasi
Kependudukan, Pencatatan

Sipil, Statistik dan Kearsipan

Sub Bidang Tata 'raja

Pemerintahan, Perencanaan,

Keuangan dan Pelaporan
Sub Bidang Pertanahan

Anggaran

Realisasi

{lehih)/
Kurang

i' Bidang Pembangunan Kampung

Sub Bidang Pendidikan
Sub Didang Késchatan

dan Penataan Ruang

Fermukiman

Lingkungan Flidup
Sub Bidang Perhubungan,

Sub Bidang Energl dan
Sumber Daya Mincral

Sub Bidang Pariwigata

Sub Bidang Pekerjaan Umum
=uhb Bidang Kawasan

Bub Bidang Kehutanan dan

Homuniksasi, dan informatika

Bidang Pembinaan

Kemasyaratan Kampung
Sub Bidang Hetenleramsn,
Ketertiban Umum, dan
Pelindungan Masyvarakat

Repemudaan dan Olah Ragn
Sub Bidang Kelembagaan
Masgyarakat

Sub Bidang Kebudayaan dan
Keagamann Bidang

. ti:ﬂlan_ia Hiﬂarig Pemberdayaan
Masyarakal Kampung
Sub Bidang Kelautan dan
Perikanan

Sub Bidang Pertanian dan
Petermalian

Sub Bidang, Peningkalan

Sul Bidang

Kapasitas Aparatur Kampung




| Pemberdayaan ) o
Perempuan,
Perlindungan Anak dan

: Keluarga

| Sub Bidang Koperasi, Usaha
Mikro Keecil dan Menengah
(UMEM)
Sub Bidang Dukungan
Penaraman Modal

| Sub Bidang Perdagangan dan
Perindustrian ‘

Delanga - Bidang Penangulangan [

Benecana, Keadaan Darurat dan |
| Mendesal Kampung

Sub Bidang Penanggulangan

. Beneana Sub Bidang Keadaan
[ [ ¥arurar
| Bub Bidang Keadaan
| Mendesalk

| Total =5ty =

1&. Pembiayvaan
Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 20x1 adalah sebagai berikut:

| Anggaran Realisasi {lebih)/

Kurang

Penerimaan Pembiayaan
| Pengeluaran Pembiayaan

Pencrimaan Pemblayaan terdici ' [
darz;

L. SILPA tahun anggaren g
sebelumnya

2. Pencairan Dana Cadangan

3. lasil Penjualan HKckayaan |

RKampung yang dipisahkan

Pengeluaran Pembiayaan terdiri
clai;

1. Pembentukan Dana
Cadangan

2. Penyertaan Meodal Kampung

Total

17, Aset Kampung
Perolchan aset Kampung adalah sebagai berikat,

30%0 30x1 flebih);

Kurang

Tanah

Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
Kendarsan Gedung dan
Bangunan Jembatan

[rigasi/ Embung/Air
Sungai/Drainase

Jaringan /Instalasi

Asct Tetap lainnya |
Konstruksi dalam Pengerjaan |

Rincian Aselt Teotap dapat

untuk maSiTg-rmasing

klasifikasi  diatas  dapat

dilihat pada lampiran ...
Total




18. Penvertaan Modal Kampung

Pernyertaan Medal Kampung pada BUMDes adalsh sebagai berikut,

BUMDcs

BUMDes (Nama)|

19. dst

Total

20x0

20x1

(lebih) / "Iiurang




T.2.c. Format Rincian Aset Tetap Kampung

NO

Klas Aset dan
| Nama/ldentitas Aset
Tetap

PEMERINTAH KAMPUNG ABC
KECAMATAN KLM KABUPATEN XYZ
RINCIAN ASET TETAP KAMPUNG PER

31 DESEMBER 201...

Bukti Kepemilikan

Kode Aset
Tetap

Tanh

Tanah Persil A

Jenis

HGB

MNomor

Tanggal

23072014

| Tanah Lapangan X

Perslatan, Mesin.dan: Alat

Berat

2 Juli 2014

Tahun
Perolehan

2014

Nilai Perolehan

Rp. 30.000.000.-

Kondisi aset
Tetap*)

Keterangzan

Rusak Ringan

Milan Perolehan
belwn diketahui

Komputer

NEE_F?.

_. Motor Merk () 250 ¢

No Pol. 1234 PL

Gedung dan Bangunan

[ 234720104

[ 4 Desember

2014

2014 _ Rp. 12.000.000.-

Bangunan Kantor Luas

" 200 m2

(%]

23572014

3 Juli 2014

Jalan

Jalan Kampung lokasi di

3 .._.nH:Tu.w,Eﬂ

Rp. 1040000 000 |

RR




Jembatan 50 m Lokas; di

Vil

Irigasi/ Embung/ Air
Sungai/Drainase

Embung XY7., Lokasi di

[ Wil

Jaringan/Instalasi

Jarimgan Listnk
Kampung, Lokasi di

IX

Aset Tetap lainnya

mmE...w. nr_.u__

Total Nilai Aset "T'etap per
31 Desember 20xx

162.000,000,-

*) Diisi dengan Baik (B), Rusak Ringan (RK] dan Rusak Berat (RB)




T.3. Format Laporan Realisasi Keglatan Akhir Tahun

[LANPTRAN IT
PERATURAN KAMPUNG NOMOR . TAHUN. .. TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI APB KAMPUNG

LAPORAN REALTSAST KEGIATAN
PERIODE 01 JANUAEL - 30 JUNI (SEMESTER PERTAMA)/ 01 JANUARI - 31 DESEMBER

TAHUN ANGOGARAMN o caasrennns
KAMPUNG
RECAMATAN
KARUPATEN ., "
PROVINEI
KODE LUEAIAN WAMA OUTFUT OUTPUT SUMBER DANA
REKENING FENCANA REALIGAS! Dana | Alokasi | Lain- |Bentuk
Kam Dana Lain Lain
Volume |3atuan] Anggaran Velume  [Satuan] Anggaran | Capuian (%) Bmﬂ.m Kampung | (Rp}
{Bp) iREl iRp IHp
1 2 3 4 5 & 7 i & 14 11 14 15 14
B = o
Jum.ah]
Fetinggl,
Thel
Keterangan:

Pilih =alah satu
Cara Pengisian Kolom:
Kolom 1

a. Untuk Kode rekening Bidang;

Ir. Kode Rekening Sub Bidang; dan c¢. Kode Rekening Kegiatan

ditsi nomenklatur jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam APB Karmpung vang telah dilaksanakan.
diisi nama output dari kegiatan

diisi volume keglalan yang direncanakan.
diisi satuan volume:

Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4 :
Kalom 5 T

. ._.mE_umEs {bangunan/ barang atau vang sejenis = unit
- jalan/irigasi/ drainase atau vang scjenis= M
- kegiatan non fisik - paket.

diisi dengan Kode Rekening Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan:




Kolom &
Kolom 7
Kolom 8
Kolom 9
Kolom 11
Kolom 12
Kolom 13
Kolom 14

-dll

diisi dengan jumlah dana yang dianggarkarn.

diisi volume kegiatan vang terealisasi.

diisi satuan volume.

diisi realisasi anggaran yang digunakan. Kolom 10 v diisi dengan progres prosentase capaian,
diisi dengan jumlah penggunaan Dana Kampung (DD,

diisi dengan jumlah penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADD).

diisi dengan jumlah penggunaan anggaran dari sumber dana selain DD dan ADD.

diisi dengan sumbangan/ swadaya masyarakat dan fatau pihak lain yang tidak berbentuk vang.



T.4. Format Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya Yang Masuk Ke

Kampung

PROGREAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA YANG MASUK KE

KAMPUNG
Kampung
kecamatan =
Kabupaten
Priowvin st
N - Kegiatan Angsaran
0 TRram Jenis Lokasi Volume | Satuan Jumlah Sumber Dana
.................. e B e
Petingpi

KO | NAMA

1ABAT AN

P

| Drs¥ luan lenau

Drs¥ohanes Avor, b S|

1
2
mﬁa;es Feng, I.'ﬂ.ﬁ.uP-
4 5. lawing Milas, 5.Pd

whatl Bupati

Sekretaris Daerah /

Aslzten | = g"

Kadis DPRAK

¥ | Yoscp Sangiang, SH
|

Plt.Kabag Hukum

Kasubeg Kumdang

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 16 Januari 2019

SEERETARIS DAERAH
EKABUPATEN MAHAKAM ULU,

YOHANES AVUN

! - -_2-.

BGHIFAé{US BELAWAN GEH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAITAKAM ULLU TAHUN 2019 NOMOR 3
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